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ABSTRAK 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN 

BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN 

NAMA BAIK (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN.Mgl)  

Oleh 

Ardi Ruhbanan Wahhab 

Setiap pelaku tindak pidana Pencemaran nama baik yang telah di lakukan 

penyidikan dan penyelidikan idealnya dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang 

dilakukannya, tetapi dalam Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, majelis 

hakim justru menjatuhkan putusan bebas. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan 

bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. 

Apakah putusan bebas yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa yang melakukan 

tindak pidana pencemaran nama baik sudah memenuhi keadilan substantif. 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Studi Pustaka (Library Research), Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan 

melakukan studi langsung Dengan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri 

Menggala, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Dan Dosen 

Fakultas Hukum bagian Pidana Universitas Lampung. 

Ketentuan putusan bebas secara tegas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, “jika pengadilan berpendapat 

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa 

diputus bebas”. Pertimbangan hukum terhadap putusan bebas (vrijspraak) adalah 

bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah memenuhi unsur-unsur terhadap pasal 

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun perbuatan terdakwa yakni 

Febridawati tidak memenuhi unsur-unsur seperti yang didakwakan dalam Pasal 45 

Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka terdakwa Febridawati haruslah 

dibebaskan dari segala tuntutan hukum.



 
 

Ardi Ruhbanan Wahhab 

Ketentuan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP hendaknya diimplementasikan dalam hal 

pemulihan hak-hak terdakwa yang diputus bebas dan mempunyai kekuatan hukum 

tetap, disamping itu perlu adanya sosialiasasi atau informasi terhadap masyarakat 

luas mengenai hak-hak terdakwa apabila diputus bebas.  

Kata Kunci : Analisis, Putusan Hakim, Pencemaran Nama Baik 
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MOTTO 

 

“Jangan Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah” 

(QS.Az Zumar 53) 

”Dan Kehidupan Dunia Ini Tidak Lain Hanyalah Kesenangan Yang Menipu” 

(QS.Al Hadid 20) 

 “Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan 

Kesanggupannya” 

(QS.Al Baqarah 286) 

 “Cukup Allah Menjadi Penolong Kami Dan Allah Adalah Sebaik-baiknya 

Penolong” 

(Qs. Ali Imron 173) 

 

Selalu Lakukan Hal Yang Baik, Karena Kebaikanmu Akan Kembai Padamu 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berlandaskan hukum.1 Oleh karena 

itu setiap warga negara Indonesia wajib mentaati hukum yang berlaku di negara 

kita. Hal ini memberi jaminan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan 

perlindungan dan kedudukan yang sama terhadap hukum agar tercipta masyarakat 

yang adil, makmur dan sejahtera. Ketertiban dalam masyarakat akan terwujud 

apabila Negara dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban setiap 

negara terlindungi, di hormati dan tidak dirampas oleh negara. Hukum pidana 

menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama 

baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian 

perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu dan 

yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan 

rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau 

direndahkan.2 

Dilihat ldari lKUHP lpencemaran lnama lbaik ldiistilahkan lsebagai lpenghinaan 

atau lpenistaan lterhadap lseseorang. lPenghinaan lini lharus ldilakukan ldengan 

 
1 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
2 Adami Chazawi,2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Surabaya: Its Pres, Hal 89 



2 
 

 

cara lmenuduh lseseorang ltelah lmelakukan lperbuatan lyang ltertentu ldengan 

maksud ltuduhan litu lakan ltersiar l(diketahui lorang lbanyak).3 lSelain litu 

pencemaran lnama lbaik lmelalui lmedia lelektronik ldiatur ldalam lUndang-

undang lNomor l19 lTahun l2016 ltentang informasi ldan ltransaksi lelektronik 

Pasal l27 layat l(3) lyang lmenyebutkan:  

“setiap lorang ldengan lsengaja ldan ltanpa lhak lmendistribusikan ldan/atau 

lmentranmisikan ldan/atau lmembuat ldapat ldiaksesnya lInformasi ldan/atau 

ldokumen lelektronik lyang lmemiliki lpenghinaan ldan/atau lpencemaran lnama 

lbaik.” l l 

Berdasarkan lPutusan lMahkamah lKonstitusi lNo. l50/PUU-VI-2009 lpenafsiran 

norma lyang ltermuat ldalam lPasal l27 layat l(3) lUU lITE lmengenai lpenghinaan 

dan/atau lpencemaran lnama lbaik ltidak lbisa ldilepaskan ldari lgenusnya lyaitu 

norma lhukum lpidana lyang ltermuat ldalam lBab lXVI ltentang lpenghinaan lyang 

termuat ldalam lPasal l310 ldan lPasal l311 lKUHP. lSehingga lKonstitusional 

Pasal l27 layat l(3) lUU lITE lharus ldikaitkan ldengan lPasal l310 ldan lPasal l311 

KUHP. lDengan ldemikian lsegala lunsur ltindak lpidana lpencemaran lnama lbaik 

dalam lPasal l27 layat l(3) lmengacu lpada lpemahaman ldan lesensi lunsur 

pencemaran lnama lbaik ldalam lPasal l310 ldan lPasal l311 lKUHP. lEsensi ldan 

pemahaman lPasal l310 ldan lPasal l311 lpencemaran lnama lbaik latau penghinaan 

dimaksudkan luntuk lmenyerang lkehormatan latau lnama lbaik lorang llain dengan 

maksud ldiketahui loleh lumum. l 

 
3 lR lSoesilo. lKitab lUndang-Undang lHukum lPidana l(Kuhp) lSerta lKomentar-Komentarnya 

Lengkap lPasal lDemi lPasal, lPoliteia, lBogor, lHal l226. 



3 
 

 

Dalam lcontoh lkasus lperkara lpidana lNomor l33/Pid.Sus/2022/PN lMgl lBahwa 

terdakwa lFEBRIDA lWATI lPada lhari lJumat ltanggal l14 lFebruari l2020 latau 

setidak-tidaknya lpada lsuatu lwaktu ldalam lbulan lFebruari ltahun l2020 

bertempat ldi lDesa lBujung lTenuk lKabupaten Tulang lBawang llampung, latau 

setidak-tidaknya lpada lsuatu ltempat lyang lmasih ltermasuk ldalam ldaerah 

hukum lPengadilan lNegeri lMenggala lyang lberwenang 

Pada lawalnya lsekira ltanggal l24 lNovember l2019 lterdakwa lmenawarkan 

pinjaman lkepada lsaksi lSyahbari lsebanyak lRp. l2.500.000.000 lnamun lkarena 

terdakwa ltidak lpercaya ldengan lsaksi lSyahbari lmaka lterdakwa lmeminta 

jaminan lterhadap lsaksi lsyahbari lKemudian l26 lNovember l2019 lsaksi Syahbari 

menemui lsaksi lMursidah ldi lrumah lsaksi lMursidah ldi lTulang lBawang lagar 

saksi lMursidah lmengetahui lpeminjaman luang ltersebut lkarena lterdakwa lakan 

meminjamnkan luang lapabila lsaksi lMursidah, lmenjadi lorang lyang lmengetahui 

peminjaman luang ltersebut lyang lsebelumnya lterdakwa lsudah 

menghubungilsaksi lMursidah, lmelalui ltelephone lkemudian lterdakwa 

menyetujui luntuk lmeminjamkan luang lkepada lsaksi lSyshbari ldengan lsyarat l 

Mursidah lharus likut lmenyaksikan lmengetahui/peminjaman luang ltersebut 

karena lSyahbari ladalah lbendahara lDPRD lKab. lTulang lBawang ldan lsaksi 

MURSIDAH l ladalah lWakil lKetua lDPRD lKab. lTulang lBawang. l 

Karena lpermasalahan lutang lpiutang ltersebut ldan lsudah ljatuh ltempo llalu 

terdakwa lFebrida lWati llakukan lpenagihan lKarena lterdakwa lbingung lakhirnya 

terdakwa lmenagih luang ltersebut lmelalui lpesan lwhatsapp ldengan lnomor 0822-

8103-7112 lyang lawalnya lterdakwa lketahui lnomor ltersebut ladalah lmilik lsaksi 
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MURSIDAH, lakan ltetapi lnomor lhandphone ltersebut lmerupakan lnomor lsaksi 

Muhammad lAli, lsdr lali lkemudian ldatang lke lkediaman lMursidah ldan 

memperlihatkan lisi lpesan lwa ldari lterdakwa ldi lkediaman lsaksi lMURSIDAH 

di lDesa lBujung lTenuk lKabupaten lTulang lBawang llampung ldegan lisi lpesan 

berupa. L 

“Yth lnu lMursidah lwkl lketua ldprd l2 ltulang lbawang lbgmn lcrt lkereditcard lsy 

lsp lsaat lini ltdk ldibyr lSy ltau ldg lbu lMursidah ltp ltdk lada lkompensasi lskl 

lhbs lgambil luang lmenghilang ldan ljangan lsalahkan lsy llg lakan lsy lmasukan 

lke lmedia ltkd ldan l“Yth lbu lwkl lketua l2 ldprd ltlg lbawang ldan lbu lwkl lbup 

ltlg lbawang lsblm lmengambil lsujud lkerumah lsj lapapun ldilakukan lsetelah 

lselesai lditelp ltdk lmau ldiangkat llg lsy lbeberapa lkali ltelp ltdk ldiangkat ljangan 

lsalahkan lsy llg ltlg lsy lmau lbaik2 lbgmn lcrtnya ltlg langkattelp lsy lKlu ltdk 

lada llg ljalan lkeluar lsy lakan lmasukkan lke lmedian ltks. 

Kemudian lTanggal l06 lApril l2020 lsekira ljam l20.16 lwib lterdakwa lmelalui 

akun lmedia lsocial lwhatsapp lmengirimkan lisi lberita lpada llink 

https://www.konkritnews.com/2020/04/wakil-ketua-dprd-tulang-bawang.html dan 

https://pd1news.com/diduga-pinjam-14-m-wakil- lketua- ldprd- ltulang bawang 

terkesan l-cucitangan/#kepada lDr. lRustam lEffendi, lS.E., lM.Si., lAkt. lBahwa 

terdakwa ljuga lmemberitahu lsaksi lYusuf lRamadhan lyang lmerupakan pimpinan 

di lmedia lonlinekonkretnews.com ldan lmedia lcetak lkonkretnews ltentang 

permasalahan lutangpiutang ltersebut lsehingga lsaksi lYusuf lRamadhan membuat 

dan lmenerbitkan lpemberitaan lbedasarkan llink ldiatas lyaitu lpada ltanggal l6 

april l2020 ldengan ljudul l“Wakil lketua lDPRD ldiduga llakukan lpenipuan uang” 
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dan lpada ltanggal l7 lapril l2020 ldengan ljudul l“FW lresmi llaporkan lWakil 

Ketua lDPRD lTulang lBawang” ldan lkedua lmuatan lberita ltersebut lsaksi 

terbitkan ldimedia lonline lkonkretnews.com adanya lpemberitaan ltersebut muncul 

dampak lkeonaran lyang lditimbulkan lantara llain l: lterjadinya lpertengkaran 

antara lSaksi lMursidah ldengan lsdr. lHendriyansyah l(suami ldari lsdri. Mursidah) 

dimana ldalam lpemberitaan ltersebut lmemuat ljuga ltulisan lMursidah listri ldari 

Wakil lBupat lTulang lBawang, ldan lbanyak ldari llingkungan lkeluarga lyang 

menanyakan ltentang lperihal lini, latas lhal ltersebut lSaksi lMursidah lmerasa 

nama lbaiknya ltercemar, lmerasa lmalu ldan lsangat ltertekan ldengan ladanya 

pemberitaan lyang ltidak lbenar. 

Selanjutnya lJaksa lPenuntut lUmum lmenuntut lTerdakwa lyang lpada lpokoknya 

meminta lmajelis lhakim lyang lmenangani lperkara lini lmenjatuhkan lpidana 

kepada lterdakwa lFebrida wati ldengan pidana lpenjara lselama l6 bulan ldengan 

masa lpercobaan lselama l12 bulan. 

Majelis lHakim lyang lmenangani lperkara lini ldalam lPutusan lNomor: lNomor 

33/Pid.Sus/2022/PN lMgl lmenjatuhkan lputusan lbebas lkepada lterdakwa 

Menyatakan lFebrida lWati ltidak lterbukti secaralsah ldan lmeyakinkan lbersalah 

melakukan ltindak lpidana lsebagaimana yang ldidakwakan ldalam lDakwaan 

Alternatif lPertama ldan lDakwaan lAlternatif Kedua; 

Sesuai ldengan ldakwaan ltersebut lmaka lterlihat ladanya lketidaksamaan 

pandangan lantara lJaksa lPenuntut lUmum l(JPU) ldan lMajelis lHakim ldalam 

menentukan lunsur-unsur ltindak lpidana lpencemaran lnama lbaik, lsehingga 

majelis lhakim ljustru lmemutus lbebas lterdakwa. 
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Putusan lhakim lyang lmembebaskan lterdakwa lkemudian lmenjadi lPertanyaan 

yang lterkadang ltidak lterjawabkan lmengenai lperbuatan latau ltindak lpidana 

mana lyang lhendaknya ldi lhukum latau ldiberikan lsanksi ldengan ltindak lpidana 

mana lyang lhendaknya ldibebaskan latau lmemperoleh lputusan lbebas ldari 

pejabat lyang lberwenang lmengadili ldalam linstansi lpengadilan, lsebab terkadang 

ada lsuatu lperbuatan lyang ldinilai lsebagai lsuatu ltindak lpidana lakan ltetapi 

kenyataannya lsetelah lmelalui lproses lpersidangan ljustru ldinyatakan 

sebagailperbuatan lyang lmerupakan lbukan lsebuah ltindak lpidana. lDan 

jangankan litu lterkadang ljuga lada lperbuatan ltindak lpidana lyang ldinilai 

sebagai ltindak lpidana lyang lmestinya ldi lhukum ldengan lseberat-beratnya lakan 

tetapi lyang lterjadi ljustru ldihukum ldengan lhukuman lyang lringan ldalam waktu 

yang lsingkat lbahkan lmungkin ltidak lsesuai ldengan lkentuan lpemidanaan lyang 

telah ldirumuskan ldalam lundang-undang. 

Hal lini lkadang lkala lterjadi lbaik ldipengadilan ltingkat lpertama lmaupun ldi 

tingkat lselanjutnya lsehingga lterkadang lada lmasyarakat ltertentu lyang lmasih 

merasa lkebingungan ldan lbertanya-tanya lmengenai lpersoalan lini. 

Oleh lkarena litu lpenulis ltertarik lmengambil lkasus ldi lPutusan lNomor 

33/Pid.Sus/2022/PN(Mgl) luntuk lmenjadi lsumber ldalam lpenulisan lskripsi 

dengan ljudul: l“Analisis lDasar lPertimbangan lHakim lTerhadap lPutusan lBebas 

(Vrijspraak) lDalam lTindak lPidana lPencemaran lNama lBaik l(Studi lKasus 

Putusan lNomor l33/Pid.Sus/2022/PN(Mgl)’’ 
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B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimanakah ldasar lpertimbangan lMajelis lHakim ldalam lmenjatuhkan 

lputusan lbebas lterhadap lkasus ltindak lpidana lpencemaran lnama lbaik 

lberdasarkan lPutusan lNomor l: l33/Pid.Sus/2022/PN.MGL l? 

2.  Apakah lputusan lbebas lterhadap lkasus ltindak lpidana lpencemaran lnama 

lbaik ltersebut ltelah lsesuai ldengan lkeadilan lsubstantif l? 

2. Ruang Lingkup 

 Ruang lpeneletian lini ladalah lhukum lpidana ldan ldibatasi lpada lkajian ldasar 

lpertimbangan lhakim ldalam lmenjatuhkan lputusan lbebas lterhadap lpelaku 

ltindak lpidana lpencemaran lnama lbaik ldalam lPutusan lNomor l: 

l33/Pid.Sus/2022/PN.MGL. lRuang llingkup ltempat lpeneleitian ldilakukan lpada 

lPengadilan lTindak lPidana lPencemaran lNama lBaik lPada lPengadilan lNegeri 

lMenggala lTahun l2023. 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. lTujuan lPenelitian 

a.  Untuk lmengetahui ldasar lpertimbangan lhakim ldalam lmenjatuhkan lputusan 

lbebas l(vrijspraak) ldalam lTindak lPidana lPencemaran lNama lBaik 

lberdasarkan lPutusan lNomor l33/Pid.Sus/2022/PN(Mgl). l 

b.  Untuk lmengetahui lketentuan lputusan lbebas l(vrijspraak) lterhadap lkasus 

ltindak lpidana lpencemeran lnama lbaik ltersebut ltelah lsesuai ldengan 

lkeadilan lsubstansif 
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2. lManfaat lPenelitian l 

 Sesuai ldengan ltujuan lpenelitian lyang ltelah lditetapkan lmaka lpenelitian lini 

ldiharapkan ldapat lmemberikan lmanfaat, lsebagai lberikut l: l 

a.  Manfaat lTeoritis, lSecara lteoritis lpenelitian lini ldiharapkan ldapat 

lmemberikan lpengetahuan ldan lwawasan lbagi lpara lpembaca ltentang 

lbagaimana lketentuan lputusan lbebas l(vrijspraak) lsebagaimana lyang 

ldiamanahkan ldalam lundang-undang lyang lmengatur. lAdapun lmanfaat 

lteoritis ldari lpenelitian lini ladalah ldapat lmemperoleh lpencerahan ltentang 

lpermasalahan lhukum lyang ldihadapi lsehingga ldapat lmenjadi ldasar 

lpemikiran lyang lteoritis, lbahwa lsuatu lperundang-undangan lyang lada 

lbelum ltentu lberjalan lsesuai, lserta lsempurna ldalam lprakteknya. 

b.  Manfaat lPraktis lBagi lpenulis, lpenelitian lini ladalah luntuk lmendapatkan 

lbahan linformasi ldalam lmenganalisa lserta lsebagai lsuatu lpemecahan 

lmasalah-masalah lterhadap lpermasalahan - lpermasalahan lyang lpenulis 

lhadapi, lkhususnya lmengenai lPutusan lBebas lTersangka lTindak lPidana 

lPencemaran lNama lBaik. lBagi lpihak lyang lberkompoten ldibidang lhukum 

lpidana lpada lkhususnya, ldapat ldijadikan lsebagai lbahan lmasukan.  

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. lKerangka lTeori 

Kerangka lpemikiran lmerupakan ladalah labstraksi lhasil lpemikiran latau 

kerangka lacuan latau ldasar lyang lrelevan luntuk lpelaksanaan lsuatu lpenelitian 

ilmiah, lkhususnya lpenelitian lhukum. lBerdasarkan lpernyataan ldi latas lmaka 

kerangka lteoritis lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah lsebagai lberikut: 
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a. Teori lDasar lPertimbangan lHakim ldalam lMenjatuhkan lPidana l 

Putusan lhakim latau lputusan lpengadilan lmerupakan laspek lpenting ldan 

diperlukan luntuk lmenyelesaikan lperkara lpidana, lsehingga ldapat dinyatakan 

bahwa lputusan lhakim ldi lsatu lpihak lberguna lbagi lterdakwa lguna 

memperoleh lkepastian lhukum ltentang lstatusnya ldan lsekaligus ldapat 

mempersiapakan llangkah lberikutnya lterhadap lputusan ltersebut ldalam larti 

dapat lberupa lmenerima lputusan latau lmelakukan lupaya lhukum lbanding, 

kasasi, ldan lsebagainya.4 

Berdasarkan lketentuan lPasal l14 layat l(1) lUndang-Undang lNomor l48 

Tahun l2009 ltentang lKekuasaan lKehakiman lmenyatakan lbahwa lputusan 

diambil lberdasarkan lsidang lpermusyawaratan lhakim lyang lbersifat lrahasia. 

Pasal l14 layat l(2) lmenyatakan lbahwa ldalam lsidang lpermusyawaratan, 

setiap lhakim lwajib lmenyampaikan lpertimbangan latau lpendapat ltertulis 

terhadap lperkara lyang lsedang ldiperiksa ldan lmenjadi lbagian lyang ltidak 

terpisahkan ldari lputusan. 

Praktiknya lwalaupun ltelah lbertitiktolak ldari lsifat/sikap lseseorang lHakim 

yang lbaik, lkerangka llandasan lberfikir/bertindak ldan lmelalui lempat lbuah 

titik lpertanyaan ltersebut ldi latas, lmaka lhakim lternyata lseorang lmanusia 

biasa lyang ltidak lluput ldari lkelalaian, lkekeliruan/kekhilafan l(rechterlijk 

dwaling), lrasa lrutinitas, lkekurang lhati-hatian, ldan lkesalahan. lPraktik 

peradilan lmenunjukkan ladanya laspek-aspek ltertentu lyang lluput ldan lkerap 

tidak ldiperhatikan lhakim ldalam lmembuat lkeputusan.5  

 
4 lAhmad lRifai, lPenemuan lHukum loleh lHakim ldalam lPersfektif lHukum lProgresif, lSinar 

lGrafika. 

Jakarta l2010, lhlm.103. 
5 lIbid, lhlm. l120. 
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Menurut lSudarto lputusan lhakim lmerupakan lpuncak ldari lperkara lpidana, 

sehingga lhakim lharus lmempertimbangkan laspek-aspek llainnya lselain ldari 

aspek lyuridis, lsehingga lputusan lhakim ltersebut llengkap lmencerminkan 

nilai-nilai lsosiologis, lfilosofis, ldan lyuridis, lsebagai lberikut: 

1) Pertimbangan lyuridis l 

Pertimbangan lyuridis lmaksudnya ladalah lhakim lmendasarkan lputusannya 

pada lketentuan lperaturan lperundang-undangan lsecara lformil. lHakim secara 

yuridis, ltidak lboleh lmenjatuhkan lpidana ltersebut lkecuali lapabila ldengan 

sekurang- lkurangnya ldua lalat lbukti lyang lsah, lsehingga lhakim 

memperoleh lkeyakinan lbahwa lsuatu ltindak lpidana lbenar-benar lterjadi ldan 

terdakwalah lyang lbersalah lmelakukannya l(Pasal l183 lKUHAP). lAlat lbukti 

sah lyang ldimaksud ladalah: l(a).Keterangan lSaksi; l(b). lKeterangan lAhli; 

(c). lSurat; l(d). lPetunjuk; l(e). lKeterangan lTerdakwa latau lhal lyang lsecara 

umum lsudah ldiketahui lsehingga ltidak lperlu ldibuktikan l(Pasal l184). Selain 

itu ldipertimbangkan lpula lbahwa lperbuatan lterdakwa lmelawan lhukum 

formil ldan lmemenuhi lunsur-unsur ltindak lpidana lyang ldilakukan. 

2) Pertimbangan lfilosofis 

Pertimbangan lfilosofis lmaksudnya lhakim lmempertimbangkan lbahwa 

pidana lyang ldijatuhkan lkepada lterdakwa lmerupakan lupaya luntuk 

memperbaiki lperilaku lterdakwa lmelalui lproses lpemidanaan. lHal lini 

bermakna lbahwa lfilosofi lpemidanaan ladalah lpembinaan lterhadap lpelaku 

kejahatan lsehingga lsetelah lterpidana lkeluar ldari llembaga lpemasyarakatan, 

akan ldapat lmemperbaiki ldirinya ldan ltidak lmelakukan lkejahatan llagi. 

 



11 
 

 

3) Pertimbangan lsosiologis l 

Pertimbangan lsosoiologis lmaksudnya lhakim ldalam lmenjatuhkan 

pidanadidasarkan lpada llatar lbelakang lsosial lterdakwa ldan lmemperhatikan 

bahwa lpidana lyang ldijatuhkan lmempunyai lmanfaat lbagi lmasyarakat.6 

b. lTeori lkeadilan lSubtantif l 

Keadilan lsubstantif ladalah lkeadilan lmengenai lisi lputusan lhakim 

dalamlmemeriksa, lmengadili, ldan lmemutus lperkara lyang lharus ldibuat 

berdasarkan lpertimbangan lrasionalitas, lkejujuran, lobjektivitas, ltidak 

memihak, ltanpa ldiskriminasi ldan lberdasarkan lhati lnurani latau lkeyakinan 

seorang lhakim. lPara lhakim ldidorong luntuk lmenggali lkeadilan lsubstantif 

di lmasyarakat ldari lpada lhanya lterikat ldengan lketentuan 

perundangundangan lyang lada. l lKeadilan lsubstantif ldapat ldimaknai sebagai 

keadilan lyang lukurannya lbukan lkuantitatif lseperti ldalam lkeadilan lformal, 

namun lkeadilan lkualitatif lyang lberdasarkan lnilai-nilai lkemanusiaan lyang 

dapat lmemberikan lkepuasan ljuga lkebahagiaan lbagi lmasyarakat.7 

Pemaknaan lkeadilan ldalam lpraktik lpenanganan lsengketa-sengketa lhukum 

ternyata lmasih ldapat ldiperdebatkan. lBanyak lpihak lmerasakan ldan lmenilai 

bahwa llembaga lpengadilan lkurang ladil lkarena lterlalu lsyarat ldengan 

prosedur, lformalistis, lkaku, ldan llamban ldalam lmemberikan lputusan 

terhadap lsuatu lsengketa. lFaktor ltersebut ltidak llepas ldari lcara pandang 

 
6 lSudarto. lKapita lSelekta lHukum lPidana, lAlumni,Bandung, l1986, lhlm.67. 
7 lSyamsudin, lKeadilan lProsedural ldan lSubstantif ldalam lPutusan lSengketa lTanah 

lMagersari, lJurnal lYudisial, lVol. l7 lNo, l1, l2014, lhal l22 ldan l28 



12 
 

 

hakim lterhadap lhukum lyang lamat lkaku ldan lnormatif-prosedural dalam 

melakukan lkonkretisasi lhukum. l 

Hakim lsemestinya lmampu lmenjadi lseorang linterpretator lyang lmampu 

menangkap lsemangat lkeadilan ldalam lmasyarakat ldan ltidak lterbelenggu 

oleh lkekakuan lnormatif-prosedural lyang lada ldalam lsuatu lperaturan 

perundang-undangan, lkarena lhakim lbukan llagi lsekedar lpelaksana undang-

undang. lArtinya, lhakim ldituntut luntuk lmemiliki lkeberanian mengambil 

keputusan lyang lberbeda ldengan lketentuan lnormatif lundang undang, 

sehingga lkeadilan lsubstansial lselalu lsaja lsulit ldiwujudkan lmelalui lputusan 

hakim lpengadilan, lkarena lhakim ldan lLembaga lpengadilan lhanya lakan 

memberikan lkeadilan lformal. 

Keadilan lsubstantif lterfokus latau lberorientasi lkepada lnilai-nilai 

fundamental lyang lterkandung ldidalam lhukum. lSehingga lhal-hal lyang 

menitikberatkan lkepada laspek lprosedural lakan ldinomorduakan. lSecara 

teoritik, lkeadilan lsubstantif ldibagi lke ldalam lempat lbentuk lkeadilan, lyakni 

kedailan ldistributif, lkedalian lretributif, lkeadilan lkomutatif, ldan lkeadilan 

korektif. lKedilan ldistributif lmenyangkut lpengaturan ldasar lsegala lsesuatu, 

buruk lbaik ldalam lmengatur lmasyarakat. lBerdsarkan lkeadilan lini, lsegala 

sesuatu ldirancang luntuk lmenciptakan lhubungan lyang ladil lantara ldua 

pihak/masyarakat. l 

Prinsip lpokok lkeadilan ldistributif ladalah lsetiap lorang lharus lmendapat 

kesempatan lsama luntuk lmemperoleh lkeadilan. lDengan ldemikian lmaka 

hukum lditegakkan ldalam lrangka lmemberikan lrasa lkeadilan lbagi 
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masyarakat ldan luntuk lmenghindari lterjadinya lkesewenang-wenangan ldari 

satu langgota lmasyakat lpada lmasyararakat llain lsebagai lakibat ldari ltindak 

pidana lyang ldilakukannya.8 

2. lKonseptual l 

Konseptual ladalah lsusunan lberbagai lkonsep lyang lmenjadi lfokus lpengamatan 

dalam lmelaksanakan lpenelitian.9 lBerdasarkan ldefinisi ltersebut, lmaka lBatasan 

pengertian ldari listilah lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah lsebagai 

berikut: 

a. Analisis ladalah lupaya luntuk lmemecahkan lsuatu 

permasalahanlberdasarkan lprosedur lilmiah ldan lmelalui lpengujian 

sehingga lhasil lanalisis ldapat lditerima lsebagai lsuatu lkebenaran latau 

penyelesaian lmasalah10 

b. Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Mahkamah Agung adalah putusan 

hakim harus berdasarkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan 

sosiologis sehinga keadilan yang dicapai, diwujudkan ,dan dipertanggung 

jawabkan dalam putusan hakim adlah keadilaan yang berorientasi pada 

keadilaan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.11 

c. Putusan lbebas lberdasarkan lPasal l191 layat l(1) ldan layat l(2) lKUHAP 

adalah lputusan ldimana lpengadilan lberpendapat lbahwa ldari lhasil 

pemeriksaan ldi lsidang, lkesalahan lterdakwa latas lperbuatan lyang 

 
8 lWildan lSuyuthi. lKode lEtik lHakim, ldalam lPedoman lPerilaku lHakim l(Code lof lConduct), 

Mahkamah lAgung lRepublik lIndonesia, lJakarta.2003. lhlm.3 
9 lSoerjono lSoekanto. lPengantar lPenelitian lHukum. lRineka lCipta. lJakarta. l1986. lhlm.103 
10 lLexy lJ.Moleong, lMetode lPenelitian lKualitatif, lJakarta, lRineka lCipta, l2005.hlm. l54 
11 Mahkamah Agung Republik Indonesia,Pedoman perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik 

Hakim (Jakarta:Pusdiklat MA RI, 2006),hlm 2. 
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didakwakan lkepadanya ltidak lterbukti lsecara lsah ldan lmeyakinkan, 

maka lterdakwa ldiputus lbebas. 

d. Tindak lpidana ladalahlperbuatan lmelanggar latau lmelawan lhukum 

sebagaimana ldirumuskan ldalam lundang-undang. lPelaku ltindak lpidana 

harus ldiberi lsanksi ldemi lterpeliharanya ltertib lhukum ldan lterjaminnya 

kepentingan lumum12 

e. Pencemaran lnama lbaik lberdasarkan Pasal l27 layat l(3) lUU lNo.11 

Tahun l2008 ltentang lInformasi ldan lTransaksi lElektronik ladalah lsetiap 

orang ldengan lsengaja ldan ltanpa lhak lmendistribusikan ldan/atau 

mentransmisikan ldan/atau lmembuat ldapat ldiaksesnya lInformasi 

Elektronik ldan/atau lDokumen lElektronik lyang lmemiliki lmuatan 

penghinaan ldan/atau lpencemaran lnama lbaik. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika lpenulisan lskripsi lini ladalah lsebagai lberikut: 

I. PENDAHULUAN 

Berisi lpendahuluan lpenyusunan lskripsi lyang lterdiri ldari lLatar 

Belakang,Permasalahan ldan lRuang lLingkup, lTujuan ldan lKegunaan 

Penelitian,Kerangka lTeori ldan lKonseptual lserta lSistematika lPenulisan 

yang digunakan pada skripsi ini. 

 

 

 
12 lSatjipto lRahardjo. lBunga lRampai lPermasalahan lDalam lSistem lPeradilan lPidana. lPusat 

Pelayanan lKeadilan ldan lPengabdian lHukum lJakarta. l1998. lhlm. l25 
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II. TINJAUAN lPUSTAKA 

Berisi ltinjauan lpustaka ldari lberbagai lkonsep latau lkajian lyang 

berhubungan dengan lpenyusunan lskripsi lmengenai lputusan lbebas, 

pembuktian pidana,tindak pidana lpencemaran nama baik . 

III. METODE lPENELITIAN 

Berisi lmetode lyang ldigunakan ldalam lpenelitian, lterdiri ldari 

Pendekatan lMasalah, lSumber lData, lPenentuan lNarasumber, lProsedur 

Pengumpulan ldan lPengolahan lData lserta lAnalisis lData 

IV. HASIL lPENELITIAN lDAN lPEMBAHASAN 

Berisi ldeskripsi lberupa lpenyajian ldan lpembahasan ldata lyang ltelah 

didapat lpenelitian, lterdiri ldari lanalisis ldasar lpertimbangan lhukum 

hakim ldalam lmemutus lbebas lpelaku ltindak lpidana lpencemaran nama 

baik lpada Perkara lNomor:33/Pid.Sus/2022/PN.Mgl ldan lputusan lbebas 

lterhadap pelaku ltindak lpidana lpencemaran nama baik lmemenuhi lrasa 

lkeadilan lmasyarakat 

V. PENUTUP 

Berisi lkesimpulan lumum lyang ldidasarkan lpada lhasil lanalisis 

danlpembahasan lpenelitian lserta lberbagai lsaran lsesuai dengan 

permasalahan penelitian. 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas (Vrijspraak)  

1. Pengertian Putusan Bebas (Vrijspraak)  

Dalam menjatuhkan sebuah putusan, Majelis Hakim melakukan musyawarah yang 

diadakan antara hakim ketua majelis dan para hakim anggota, guna mengambil 

putusan dalam perkara yang bersangkutan. Dasar musyawarah ialah surat dakwaan 

dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan pengadilan. Hal yang dibicarakan 

dalam musyawarah itu adalah: tindak pidana apa yang terbukti di persidangan, 

apakah terdakwa telah terbukti pula bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan 

hukuman apa yang akan dijatuhkan sehubungan dengan tindak pidana dan 

kesalahan terdakwa yang dipandang telah terbukti tersebut.13 

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” 

sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan 

hakim ini diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa 

dapat memperoleh kepastian hukum terhadap statusnya dan sekaligus dapat 

mempersiapkan langkah berikutnya yang berupa menerima putusan, melakukan 

upaya banding/kasasi, melakukan grai dan sebagainya.

 
13 Harun M. Husein, S.H. Kasasi Sebagai Upaya Hukum. Sinar Grafika:Jakarta. 1992. Hal 2 
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 Pengertian lputusan lsecara lumum ldinyatakan ldalam lPasal l1 langka l11 lKitab 

lUndang-Undang lHukum lPidana lyaitu, l“Putusan lPengadilan ladalah 

lpernyataan lhakim lyang ldiucapkan ldalam lsidang lpengadilan lterbuka, lyang 

ldapat lberupa lpemidanaan latau lbebas latau llepas ldari lsegala ltuntutan lhukum 

ldalam lhal lserta lmenurut lcara lyang ldiatur ldalam lundang-undang lini”. 

 Berdasarkan lketentuan lPasal l191 layat l(1) ldan layat l(2) lKUHAP lada ldua 

lsifat lputusan lhakim lyaitu: l(1) ljika lpengadilan lberpendapat lbahwa ldari lhasil 

lpemeriksaan ldi lsidang, lkesalahan lterdakwa latas lperbuatan lyang ldidakwakan 

lkepadanya ltidak lterbukti lsecara lsah ldan lmeyakinkan, lmaka lterdakwa ldiputus 

lbebas; ldan l(2) ljika lpengadilan lberpendapat lbahwa lperbuatan lyang 

ldidakwakan lkepada lterdakwa lterbukti, ltetapi lperbuatan litu ltidak lmerupakan 

lsuatu ltindak lpidana, lmaka lterdakwa ldiputus llepas ldari lsegala ltuntutan 

lhukum.14 lDan ldalam lPasal l193 layat l(1) ldisebutkan lbahwa15 l“Jika 

lpengadilan lberpendapat lbahwa lterdakwa lbersalah lmelakukan ltindak lpidana 

lyang ldidakwakan lkepadanya, lmaka lpengadilan lmenjatuhkan lpidana”. l 

 Setelah lmenerima, lmemeriksa ldan lmengadili lseorang lpelaku ltindak lpidana, 

lmaka lselanjutnya lhakim lakan lmenjatuhkan lputusan. lDalam lhukum lpidana, 

lada l2 l(dua) ljenis lputusan lhakim lyang ldikenal lselama lini, lyaitu lyang 

lpertama: lputusan lsela ldan lkedua: lputusan lakhir.16 

 
14 lPasal l191 lKitab lUndang-Undang lHukum lAcara lPidana 
15 lPasal l193 lKitab lUndang-Undang lHukum lAcara lPidana 
16 lAhmad lRifai, l2010, lPenemuan lHukum lOleh lHakim l“Dalam lPerspektif lHukum 

lProgresif”. 

Sinar lGrafika. lJakarta, lHal. l121 
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1. lPutusan lSela, lputusan lyang ldijatuhkan loleh lhakim lsebelum lmemeriksa 

lpokok lperkara lpidana lmaupun lperkara lperdata, ldan ldijatuhkan lkarena 

ladanya leksepsi ldari lterdakwa latau lpenasihat lhukum. l 

2. lPutusan lAkhir, lsetelah lpemeriksaan lperkara lperdata ldinyatakan lselesai 

loleh lhakim, lhakim lmenjatuhkan lputusan, lyang lakan lmemberikan 

lpenyelesaian lpada lsuatu lperkara lyang lterjadi lantar lnegara ldengan lwarga 

lnegaranya. lBerdasarkan lKUHAP lada lbeberapa ljenis lputusan lakhir lyang 

ldapat ldijatuhkan loleh lhakim ldalam lsuatu lperkara, lyaitu: lputusan lbebas, 

lputusan lpelepasan ldari lsegla ltuntutan lhukum, ldan lputusan lpemidanaan. l 

Undang-Undang lNomor l48 lTahun l2009 ltentang lKekuasaan lkehakiman 

dinyatakan lbahwa lhakim lwajib lmenggali, lmengikuti ldan lmemahami lnilai-

nilai lhukum ldan lrasa lkeadilan lyang lhidup ldidalam lmasyarakat. lSalah lsatu 

putusan lyang ldapat ldijatuhkan lhakim ladalah lputusan lbebas.17 lPutusan lbebas, 

terdakwa ldinyatakan lbebas ldari ltuntutan lhukum l(vrijpraak). lTerdakwa 

dibebaskan ldari ltuntutan lhukum, ldaklam larrti ldibebaskan ldari lpemidanaan. 

Tegasnya lterdakwa ltidak ldipidana. lPutusan lbebas lditinjau ldari laspek/segi 

yuridis lialah lputusan lyang ldinilai loleh lmajelis lhakim lyang lbersangkutan 

karena lbeberapa lalasan lyaitu:18 l 

1. lTidak lmemenuhi lasas lpembuktian lberdasarkan lundang-undang lsecara 

negatif, lpembuktian lyang ldiperoleh ldipersidangan, ltidak lcukup lmembuktikan 

 
17 lLeden lMarpaung, lProses lPenanganan lPerkara lPidana l(Di lKejaksaan lDan lPengadilan 

Negeri lUpaya lHukum lDan lEksekusi), lSinar lGrafika, lJakarta, l2010, lHal l131. 
18 lSyarifuddin lPettanasse, lHukum lAcara lPidana, lUnsri, lPalembang, l2000, lHal l216. 
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kesalahan lterdakwa ldan lsekaligus lkesalahan lterdakwa lyang ltidak lcukup 

terbukti, ltidak ldiyakini loleh lhak ltidak lmemenuhi lasas lbatas lminimun 

pembuktian, lkesalahan lyang ldidakwakan lkepada lterdakwa lhanya ldidukung 

oleh lsatu lalat lbukti lsaja, lsedangkan lberdasarkan lketentuan lPasal l183 

KUHAP, lagar lcukup lmembuktikan lkesalahan lseorang lterdakwa lharus 

dibuktikan ldengan lsekurang-kurangnya ldua lalat lbukti lyang lsah. lDalam 

ketentuan lPasal l183 lKUHAP lsekaligus lterkandung ldua lasas, lyaitu: 

a. Asas lpembuktian lberdasarkan lundang-undang lsecara lnegatif, lmengajarkan 

prinsip lhukum lpembuktian, ldisamping lkesalahan lterdakwa lcukup lterbukti, 

dibarengi ldengan lkeyakinan lhakim lakan lkebenaran lkesalahan lterdakwa. l 

b. lAsas lbatas lminimum lpembuktian, ldianggap lcukup luntuk lmembuktikan 

kesalahan lterdakwa lharus ldengan lsekurang-kurangnya ldua lalat lbukti lyang 

sah. lMaka lberdasarkan ldari lkedua lasa lyang ldiatur ldalam lPasal l183 lKUHAP, 

dihubungkan ldengan lPasal l191 layat l(1) lKUHAP.19 l 

Nikolas lSimanjutak, lberpendapat lbahwa lputusan lbebas ladalah lapabila 

kesalahan lterdakwa lataupun lperbuatan lyang ldidakwakan lkepadanya ltidak 

terbukti lsecara lsah ldan ljuga lmeyakinkan, lmaka lterdakwa ldapat diputuslbebas. 

hal lini lmembuktikan lbenar lada ltetapi lyang lmenjadi lpersoalan ladalah lalat 

bukti lperkara ltidak lmemenuhi lsyarat lyang lsah ldan lmeyakinkan. L 

Liling lMulyadi, ljuga lmenyatakan lbahwa lputusan lbebas ladalah lterdakwa tidak 

dapat ldipidanan latau lmenjalani lhukuman lkarena lhasil lpemeriksaan 

 
19 lIbid, lHal l204 
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dipersidangan lyang ldakwakan lyang ldidakwakan lpenuntut lumum ldalam lsurat 

dakwaaannya ltidak ldapat ldibuktikan lsecarah lsah ldan lmeyakinkan lmenurut 

hukum.20 l 

2. lFaktor-Faktor lPenyebab lPutusan lBebas 

Berdasarkan lketentuan lPasal l191 layat l(1) lKUHAP ltersebut ldapat disimpulkan 

bahwa lada l2 l(dua) lfactor lyang lmenentukan lbagi lhakim luntuklmenjatuhkan 

putusan lbebas lyaitu l: 

a. Menurut lpenilaian lhakim, lbahwa ldari lhasil lpemeriksaan ldi lpersidangan, 

perbuatan lyang ldidakwakan lkepada lterdakwa ltidak lcukup lbukti, ltidak lada 

saksi- lsaksi lmaupun lalat lbukti llainnya lyang ldapat lmembuktikan 

kebenaran lperbuatan lterdakwa. lDengan lkata llain lperbuatan lterdakwa ltidak 

memenuhi lasas lbatas lminimum lpembuktian. l(dua lalat lbukti lyang lsah). l 

b. Hakim ltidak lmemperoleh lkeyakinan latas lkesalahan lterdakwa. lDalam lhal 

ini lmungkin lsaja lperbuatan lterdakwa lsecara lformal lmemenuhi lasas 

minimum lpembuktian, lakan ltetapi lhakim ltidak lyakin latas lkesalahan 

terdakwa ltersebut. lYang ldimaksud ldengan ltidak lcukup lbukti ltersebut 

adalah l: l 

1) Ketiadaan lbukti lyang loleh lundang-undang lditetapkan lsebagai 

lminimum, lyaitu lhanya lpengakuan lterdakwa lsaja latau ladanya lhanya 

lseorang lsaksi lsaja latau ladanya lsatu lalat lbukti lpetunjuk lsaja, ltidak 

ldikuatkan loleh lbukti llain. l 

 
20 lArdiansyah, lUpaya lHukum lKasasi lTerhadap lPutusan lBebas lDalam lTindak lPidana, 

lJurnal, 

Fsh. lUin lAlauddin lMakassar,2014, lHal. l10. 
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2)  Minimum lpembuktian lyang lditetapkan ltelah ldipenuhi, lmisalnya lsudah 

lada ldua lorang lsaksi latau ldua lpetunjuk latau llebih, lakan ltetapi lhakim 

ltidak lyakin lkesalahan lterdakwa. l lDalam lpraktek lmaupun lteori, 

ldikenal l2 l(dua) lmacam lputusan lbebas, lyaitu: l l 

a. Putusan lbebas lmurni l(zuivere lvrijspraak). lDalam lputusan lbebas murni, 

pokok lmasalah lyang ldipertimbangkan loleh lhakim ladalah lmengenai 

tidak lterbuktinya lperbuatan lyang ldidakwakan. lBerdasarkan lfakta-fakta 

yang ldiungkapkan ldi lpersidangan, lbahwa ltidak ldapat ldibuktikan 

bersalah lmelakukan lperbuatan lyang ldidakwakan. lMisalnya lA ldidakwa 

mencuri, lsementara lA lmangkir ldan lmemberikan lalibi lpada lsaat lyang 

bersamaan ldengan lwaktu l(hari ldan ltanggal) lyang ldidakwakan lA 

berada ldi ltempat llain. lAlibi lterdakwa lA ldikuatkan ldengan lalat 

buktilyang llain, lsementara lyang lmenerangkan lA ltelah lmencuri lhanya 

ada lsatu lsaksi ldan lketerangannya ljuga lttidak ldengan lpasti lmelihat lsi 

dibebaskan latas ldasar lpertimbangan lbahwa lterdakwa ltidak lterbukti 

mencuri lbarang, lkarena lunsur lbarang ldalam lPasal l362 lKUHP ltidak 

termasuk laliran llistrik. lPutusan lyang ldemikian lmerupakan lkekeliruan 

hakim ldalam lmenafsirkan lunsur lbarang l"karena lpengertian barang"ldari 

Pasal l362 lKUHP ltermasuk ljuga laliran llistrik, lyaitu lbarang lberwujud 

atau ltidak lberwujud lyang ldapat ldinilai latau lberharga. lKita lperlu 

mengetahui lperbedaan lputusan lbebas lmurni ldengan lputusan lbebas 

tidak lmurni, lsebab lkedua lputusan ltersebut lmempunyai lkonsekuensi 

hukum lyang lberbeda. lTerhadap lputusan lbebas lmurni lberdasarkanPasal 

67 lKUHAP ltidak ldapat ldimintakan lbanding ldan lberdasarkan lPasal 
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244 lKUHAP ltidak ldapat ldimintakan lpemeriksaan lkasasi. lTerhadap 

putusan lbebas ltidak lmurni latau lputusan llepas ldari ltuntutan lhukum 

juga ltidak ldapat ldimintakan lbanding l(Pasal l67 lKUHAP), ltetapi ldapat 

dimintakan lpemeriksaan lkasasi l(Pasal l244 lKUHAP). l 

Oleh lkarena litu ldalam lpraktek lperadilan ldan lyurisprudensi, lterhadap 

putusan lyang ldiktumnya lberbunyi l: l"membebaskan lterdakwa ldan 

dakwaan", lberarti lputusan lbebas lmurni, ljaksa lpenuntut lumum ldapat 

mengajukan lpermintaan lkasasi, lasalkan l20 ljaksa lpenuntut umumldalam 

memori lkasasi ldapat lmembuktikan lbahwa lputusan lbebas ltersebut 

adalah lputusan lbebas ltidak lmurni. l 

b. Putusan llepas ldari lsegala ltuntutan lhukum l(ontslag lvan lalle 

rechtsvervolging). lPengertian lputusan lini ldisebutkan ldalam lPasal l191 

ayat l(2) lKUHAP lyaitu l: 

"Jika lpengadilan lberpendapat lbahwa lperbuatan lyang ldidakwakan 

kepada lterdakwa lterbukti, ltetapi lperbuatan litu ltidak lmerupakan lsuatu 

tindak lpidana, lmaka lterdakwa ldiputus llepas ldari lsegala ltuntutan 

hukum". 

1) Dari lketentuan lPasal l191 layat l(2) lKUHAP ltersebut ldapat ldisimpulkan 

bahwa lputusan llepas ldan lsegala lmacam ltuntutan lhukum ldidasarkan l2 

(dua) lalasan: lPerbuatan lyang ldidakwakan lkepada lterdakwa ltelah 

terbukti lsecara lsah ldan lmeyakinkan; 

2) Akan ltetapi lsekalipun lperbuatannya lterbukti, lnamun lperbuatan ltersebut 

bukan lmerupakan ltindak lpidana. l 
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Dalam lpraktik lperadilan lmaupun lilmu lhukum, lukuran luntuk lmenentukan 

suatu lputusan llepas ldan ltuntutan lhukum litu llebih lluas ldan lyang ldisebut 

dalam lPasal l191 layat l(2) lKUHAP. lPerbuatan lyang ldidakwakan lkepada 

terdakwa lmemang lterbukti lsecara lsah ldan lmeyakinkan, lakan ltetapi l: l 

a. Tidak lada laturan lhukum lyang lmelarang ldan lmengancam ldengan lpidana 

terhadap lperbuatan ltersebut lartinya lperbuatan lyang ldidakwakan lbukan 

tindak lpidana, lmisalnya lperbuatan ltersebut ltermasuk ldalam lruang llingkup 

hukum lperdata. l 

b. Perbuatan lyang lkelihatannya lmelanggar lsuatu laturan lhukum, lnamun 

sesungguhnya ltidak ldemikian, lsebab lada lalasan lpembenar lmaupun lalasan 

pemaaf. lYang ltermasuk lalasan lpembenar lantara llain l: l 

1) Pasal l49 layat l(1) lKUHP ltentang lpembelaan lterpaksa l(noodweer). l 

2)  lPasal l50 lKUHP ltentang lmelakukan lperbuatan luntuk lmelaksanakan 

lketentuan lundang-undang. l 

3) Pasal l51 layat l(1) lKUHP ltentang lmelakukan lperbuatan luntuk 

lmelaksanakan lperintah ljabatan lyang ldiberikan loleh lpenguasa lyang 

lberwenang. l 

4) Pasal l48 lKUHP ltentang ldaya lpaksa l(overmacht). l lYang ltermasuk 

lalasan lpemaaf, lyaitu l: 

a.  Pasal l49 layat l(2) lKUHP ltentang lpembelaan lterpaksa lyang 

lmelampui lbatas l(noodweer-exes). l 

b.  Pasal l51 layat l(2) lKUHP lmenegaskan lbahwa lperintah ljabatan 

ltanpa lwenang ltidak lmenyebabkan lhapusnya lpidana, lkecuali ljika 

lyang ldiperintah ldengan litikad lbaik lmengira lbahwa lperintah 
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ldiberikan ldengan lwenang, ldan lpelaksanaannya ltermasuk ldalam 

llingkup lpekerjaannya. 

c. Tidak lmampu lbertanggung ljawab lkarena ljiwanya lcacat ldalam 

tumbuhnya, latau lterganggu lkarena lpenyakit l(Pasal l44 lKUHP). 

Menurut lPasal l191 layat l(3) lKUHAP lbahwa ldalam lhal lputusan 

pelepasan ldari ltuntutan lhukum, lterdakwa lyang lada ldalam lstatus 

tahanan ldiperintahkan luntuk ldibebaskan lseketika litu ljuga, lkecuali 

karena lada lalasan llain lyang lsah, lterdakwa lperlu lditahan. 

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana  

Dasar lpertimbangan lhakim ldalam lmenjatuhkan lputusan lpidana ldidasarkan 

kepada lteori ldan lhasil lpenelitian lyang lsaling lberkaitan lsehingga ldidapatka 

hasil lpenelitian lyang lmaksimal ldan lseimbang ldalam ltataran lteori ldan praktek. 

Hakim lmerupakan laparat lpenegak lhukum lyang lmelalui lputusannya ldapat 

menjadi ltolak lukur ltercapainya lsuatu lkepastian lhukum. lUntuk lmencapai 

kepastian lhukum litu, lhakim lberfungsi lmemberikan lputusan lakhir ldalam lsuatu 

perkara, ldimana lhal litu ltidak lterlepas ldari lsystem lpembuktian lnegatif, lyang 

menetukan lbahwa lsuatu lhak latau lperistiwa latau lkesalahan ldianggap ltelah 

terbukti.21Putusan lHakim lterhadap lpelaku ltindak lpidana lharus lberdasar latas 

pertimbangan lpertimbangan. lDalam lmenjatuhkan lpidana lbersyarat lterhadap 

pelaku ltindak lpidana, lhakim lcenderung llebih lbanyak lmenggunakan 

pertimbangan lyang lbersifat lyudiris ldibandingkan lyang lbersifat lnon-yudiris. 

 

 
21 lAhmad lRifai, lPenemuan lHukum loleh lHakim ldalam lPersfektif lHukum lProgresif, lJakarta, 

lSinar lGrafika, l2010, lhlm. l103 
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1. Pertimbangan lYuridis 

Pertimbangan lyang lbersifat lyuridis ladalah lpertimbangan lhak ldidasarkan loleh 

faktor-faktor lyang lterungkap ldi ldalam lpersidangan ldan loleh lundang-undang 

telah ditetapkan sebagai lhal lyang lharus ldimuat ldi ldalam lputusan Pertimbangan 

yang lbersifat lyuridis: l 

a. lDakwaan ljaksa lpenuntut lumum; l 

b. lKeterangan lsaksi, l 

c. lKeterangan lterdakwa, l 

d. lBarang-barang lbukti; l 

e. lPasal-pasal ldalam lundang-undang ltindak lpidana l 

2. Pertimbangan lNon lYuridis lPertimbangan lyuridis lsaja ltidaklah lcukup luntuk 

menentukan lnilai lkeadilan ldalam lpemidanaan, ltanpa lditopang ldengan 

pertimbangan lnon lyuridis lyang lbersifat lsosiologis, lpsikologis, lkriminologis 

dan lfilosofis. lPertimbangan lnon lyuridis loleh lhakim ldibutuhkan loleh lkarena 

itu, lmasalah ltanggung ljawab lbukum lyang ldilakukan loleh lterdakwa ltidaklah 

cukup lkalau lhanya ldidasarkan lpada lsegi lnormatif, lvisi lkerugiannya lsaja, 

tetapi lfaktor lintern ldan lekstern lyang lmelatar lbelakangi lterdakwa ldalam 

melakukan ltindak lpidana ljuga lharus likut ldipertimbangkan lsecara larif loleh 

hakim lyang lmengadili.22 

Pertimbangan lhakim lmerupakan laspek lyang lpenting ldalam lmenentukan 

terwujudnya lnilai ldari lsuatu lputusan lhakim lyang lharus lmengandung lkeadilan 

dan lmengandung lkepastian lhukum ldi lsamping litu ljuga lmengandung lmanfaat 

bagi lpara lpihak lyang lbersangkutan lsehingga lpertimbangan lhakim lharus 

disikap ldengan lteliti, lbaik, ldan lcermat. lApabila lpertumbangan lhakim 

 
22 lAndi lHamzah, lTerminologi lHukum lPidana, lJakarta, lSinar lGrafika, l2009, lhlm. l20. 
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tidaklteliti, lbaik, ldan lcermat, lmaka lputusan lhakim lyang lberasal ldari 

pertimbangan lhakim ltersebut lakan ldibatalkan loleh lPengadilan 

Tinggi/Mahkamah lAgung.23 

Dasar lpertimbangan lhakim ldalam lmemeriksa ldan lmengadili lsuatu lperkara 

merupakan lkekuasaan lkhusus lbagi lhakim lyang lharus ldihormati loleh lsemua 

pihak lHakim ldalam lmenjatuhkan lpurusan lharus lmempertimbangkan lbanyak 

hal, lyaitu lberkaitan ldengan lperkara lyang ldiperiksa, ltingkat lperbuatan 

danlkesalahan lyang ldilakukan lpelaku, lkepentingan lkorban, lkeluarganya ldan 

rasa lkeadilan lMasyarakat. 

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. lPengertian lTindak lPidana l 

Istilah ltindak lpidana lberasal ldari listilah lyang ldikenal ldalam lhukum 

pidanalBelanda, lyaitu lstraafbaar lfeit. lWalaupun listilah lini lterdapat ldalam 

WvS lHindia lBelanda, lakan ltetapi ltidak lada lpenjelasan lresmi ltentang lapa 

yang ldimaksud ldengan lstraafbaar lfeit ltersebut. lOleh lkarena litu, lpara lahli 

hukum lberusaha lmemberi larti ldari listilah ltersebut, lwalau lsampai lsaat lini 

belum lada lkeseragaman lpendapat.24 lTindak lpidana lmerupakan lpengertian 

dasar ldalam lhukum lpidana. lTindak lpidana lmerupakansuatu lpengertian yuridis, 

lain lhalnya ldengan listilah lperbuatan ljahat latau lkejahatan. l l 

Secara lyuridis lformal, ltindak lkejahatan lmerupakan lbentuk ltingkah llaku lyang 

melanggar lundang-undang lpidana. lOleh lsebab litu lsetiap lperbuatan lyang 

 
23 lMuki lArto, lPrakrek lPerkura lPerdata lpada lPengadilan lAgama, lcetakan lV lYogyakarta, 

lPustaka lPelajar, l2004, lhim l140 
24 lAdami lChazawi, l2002, lPelajaran lHukum lPidana lI, lRaja lGrafindo lPersada, lJakarta, lHal 

l67. 
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dilarang loleh lundang-undang lharus ldihindari ldan lbarang lsiapa lmelanggarnya 

maka lakan ldikenakan lpidana. lJadi llarangan-larangan ldan kewajiban ltertentu 

yang lharus lditaati loleh lsetiap lwarga lnegara lwajib ldicantumkan ldalam 

undang-undang lmaupun lperaturan-peraturan lpemerintah, lbaik ldi ltingkat lpusat 

maupun ldaerah.25 

Beberapa lpendapat lyang ldikemukakan loleh lpara lsarjana lmengenai listilah 

straafbaar lfeit, lantara llain lsebagai lberikut l: lMengenai lpengertian lstraafbaar 

feit, lUtrecht lmemandang lbahwa listilah lperistiwa lpidana llebih ltepat. lHal lini 

juga ldisetujui loleh lC.S.T. lKansil ldan lChristie lS.T. lKansil, lkarena lmenurut 

mereka lyang ldiancam ldengan lpidana lbukan lsaja lyang lberbuat latau bertindak, 

tetapi lyang ltidak lberbuat latau ltidak lbertindak.26 lMoeljatno lsendiri llebih 

menyetujui listilah lstraafbaar lfeit ldiartikan lsebagai lperbuatan lpidana, lyaitu 

perbuatan lyang ldilarang loleh lsuatu laturan lhukum llarangan lmana ldisertai 

dengan lancaman l(sanksi) lyang lberupa lpidana ltertentu, lbagi lbarang lsiapa yang 

melanggar llarangan ltersebut.27 lSedangkan, lKomariah lE. lSapaedjaja 

menggunakan listilah ltindak lpidana ldalam lmenerjemahkan lstraafbaar lfeit. 

Menurutnya, ltindak lpidana ladalah lsuatu lperbuatan lmanusia lyang lmemenuhi 

perumusan ldelik, lmelawan lhukum, ldan lpembuat lbersalah lmelakukan 

perbuatan litu.28 

 
25 lLamintang lP.A.F. lDasar-Dasar lHukum lPidana lIndonesia, l(Bandung: lPt.Citra lAdityta 

Bakti, l1996), lHal. l7 
26 lC.S.T. lKansil lDan lChristine lS.T. lKansil, l2004, lPokok-Pokok lHukum lPidana, lHukum 

Pidana lUntuk lTiap lOrang, lPradnya lParamita, lJakarta, lHal l37. 
27 lMoeljatno, l1992, lAzas-Azas lHukum lPidana, lRajawali lPers, lJakarta, lHal l10. 
28 lChairul lHuda, l2008, lDari lTiada lPidana lTanpa lKesalahan lMenuju lKepada lTiada 

Pertanggungjawaban lPidana lTanpa lKesalahan, lKencana, lJakarta, lHal, l27. 
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Demikian ljuga lhalnya lWirjono lProdjodikoro lyang llebih lcondong lmemakai 

istilah ltindak lpidana luntuk lmenyebut listilah lstraafbaar lfeit. lHal lmana ljuga 

ditunjukkan lolehnya lbahwa lsifat lmelanggar lhukum lmerupakan lbagian ldari 

tindak lpidana lsebagai lsuatu lperbuatan lyang lpelakunya ldapat ldikenakan 

hukuman lpidana ldan lpelaku litu ldapat ldikatakan lmerupakan lsubjek ltindak 

pidana.29 lIstilah lpidana lsering ldiartikan lsebagai lhukuman lyang lberasal ldari 

kata lstraf. lIstilah lini lmerupakan listilah lumum ldan lkonvensional, lmempunyai 

arti lluas lkarena ldapat lberkonotasi ldengan lbidang lyang lluas. lOleh lAndi 

Hamzah, lkedua listilah ltersebut ldibedakan. lHukuman ladalah lsuatu lpengertian 

umum lsebagai lsuatu lsanksi lyang lmenderitakan latau lnestapa lkepada 

seseorang. lSedangkan, lpidana lmerupakan lsuatu lpengertian lkhusus lyang 

berkaitan ldengan lhukum lpidana. lHal lini lditemukan ldalam lKUHP lsebagai 

induk ldari lhukum lpidana lIndonesia. lTindak lpidana lsebagai lsuatu lperbuatan 

yang lpelakunya ldapat ldikenakan lhukuman lpidana ldan lpelaku litu ldapat 

dikatakan lmerupakan lsubjek ltindak lpidana.30 

Adapun listilah lpidana lmerupakan lkata ldari lhukuman ldan/atau lsanksi lyang 

berat lkarena lberlakunya ldapat ldipaksakan lsecara llangsung lkepada lsetiap 

orang lyang lmelanggar lhukum. lPasal l10 lKUHP lmengatur lmacam-macam 

hukum lpidana lsebagai lberikut: l 

a.a. lPidana lPokok, lterdiri ldari l: l 

 

 
29 lWiryono lPradjodikoro, l1980, lTindak-Tindak lPidana lTertentu lDi lIndonesia, lEresco, 

Bandung, lHal. l1. 

 
30 lIbid, lHal. l1. 
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1. Pidana lmati 

Dikeluarkannya lpidana lmati ldari lpidana lpokok ldidasarkan lpada 

pertimbangan lbahwa ldilihat ldari ltujuan lpemidanaan, lpidana lmati lpada 

hakikatnya lbukan lsarna lutama luntuk lmengatur, lmenertibkan ldan 

memperbaiki lindividu/masyarakat. lPidana lmati lhanya lmerupakan lsarana 

terakhir ldan lsebagai lpengecualian luntuk lmengayomi lmasyarakat. 

Pertimbangan ldemikian ldidukung lpula loleh lbeberapa lhasil lpenelitian yang 

pernah ldilakukan, lyang lkesimpulannya lbahwa lperlunya lpidana lmati 

dipertahankan lsebagai lsarana luntuk lmenanggulangi ldan lmelindungi 

masyarakat ldari lpenjahat lyang lsangat lmembahayakan.31 lAdapun lyang 

menjadi lobjek ljiwa lmati ladalah ljiwa lorang. l 

2. Pidana lpenjara ldan/atau lkurungan l 

Pidana lpenjara ldan/atau lkurungan lmerupakan lperlakuan lterhadap 

narapidana lberdasarkan lperikemanusiaan ldan lpendekatan lpelaksanaan 

pidana lpenjara, ltidak llepas ldari lcara-cara lkehidupan ldalam lmasyarakat, 

sesuai ldengan lrumusan lstandard lminimum lrules lfor lthe ltreatment lof 

prisoners, lyang lantara llain lmengatur ltentang lpembinaan, lperbaikan lnasib, 

pekerjaan, lpendidikan, lrekreasi ldan lhubungan-hubungan lsosial. lEksistensi 

dasar lpembenaran lditetapkannya lpidana lpenjara lselama lini ltidak lpernah 

dipersoalkan, lyang lpada lumumnya ldipersoalkan ladalah lmengenai lberat 

ringannya lancaman lpidana lpenjara ldan lsistem lperumusannya ldalam 

 
31 lNandang lSambas, lPenerapan lPidana lMati lDalam lHukum lPidana lNasional ldan 

Perlindungan lHak lAsasi lManusia, lDalam lJurnal lIlmiah, lHal l234. 
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undang-undang.32 lAdapun lobjek ldari lpidana latau lkurungan ladalah 

kemerdekaan lorang. l 

3. Pidana ldenda l 

Mengenai lpidana ldenda loleh lpembuat lundang-undang ltidak lditentukan 

suatu lbatas lmaksimum lyang lumum. lDalam ltiap-tiap lpasal ldalam lKUHP 

yang lbersangkutan lditentukan lbatas lmaksumum l(yang lkhusus) lpidana 

denda lyang lditetapkan loleh lHakim. lKarena ljumlah-jumlah lpidana ldenda 

baik ldalam lKUHP lmaupun ldalam lketentuan-ketentuan lpidana llainnya 

yang ldikeluarkan lsebelum ltanggal l17 lAgustus l1945 ladalah ltidak lsesuai 

lagi ldengan lsifat ltindak lpidana lyang ldilakukan, lberhubung lancaman 

pidana ldenda litu lsekarang lmenjadi lterlalu lringan ljika ldibandingkan 

dengan lnilai lmata luang lpada lwaktu lkini, lsehingga ljumlah-jumlah litu 

perlu ldiperbesar/dipertinggi.33 lAdapun lyang lmenjadi lobjek ldari lpidana 

denda ladalah lharta lbenda lnarapidana. l 

4. Pidana ltambahan, lterdiri ldari l: l 

a. lPencabutan lhak-hak ltertentu 

b. lPerampasan lbarang-barang ltertentu l 

c. lPengumuman lputusan lhakim l 

 

 

 
32 lRofalny lPotabuga, lPidana lPenjara lMenurut lKUHP, ldalam ljurnal lLex lcrimen lVol.1 lNo.4 

Desember l2012, lHal l88-89 
33 lSelfiana lSusim, lpidana ldenda ldalam lpemidanaan lserta lprospek lperacangannya ldalam 

KUHP, ldalam ljuenal lLex lCrimen lVol. lIV lNo. l1 lJanuari l2015, lHal l228 
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2. lUnsur-Unsur lTindak lPidana l 

Dalam lilmu lhukum lpidana, lunsur-unsur ltindak lpidana litu ldibedakan lmenjadi 

dua lmacam, lyaitu lunsur lobjektif ldan lunsur lsubjektif 

a) lUnsur lobjektif l 

Unsur lobjektif ladalah lunsur lyang lterdapat ldiluar ldiri lsi lpelaku ltindak pidana. 

Menurut lLamintang, lunsur lobjektif litu ladalah lunsur lyang lada hubungannya 

dengan lkeadaan-keadaan, lyaitu ldalam lkeadaan-keadaan mana ltindakan-

tindakan lsi lpelaku litu lharus ldilakukan. lUnsur lobjektif meliputi: l 

1) lPerbuatan latau lkelakuan lmanusia l 

2) lAkibat lyang lmenjadi lsyarat lmutlak ldari ldelik l 

3) lUnsur lmelawan lhukum l 

4) lUnsur lyang lmemberatkan lpidana l 

5) lUnsur ltambahan lyang lmenentukan ltindak lpidana l 

6) lUnsur lsubjektif 

Unsur lsubjektif ladalah lunsur lyang lterdapat ldalam ldiri lsi lpelaku ltindak 

pidana. lYang lmeliputi: l 

1) lKesengaajaan l(dolus) l 

2) lKealpaan l(culpa) l 

3) lNiat l(voornemen) l 

4) lMaksud l(oogmerk) l 

5) lDengan lrencana lterlebih ldahulu l 

6) lPerasaan ltakut34 

3. lJenis-Jenis lTindak lPidana l 

Secara lteoritis lterdapat lbeberapa ljenis lperbuatan lpidana latau ltindak lpidana 

dapat ldibedakan lsecara lkualitatif latas lkejahatan ldan lpelanggaran. lKejahatan 

 
34 lMoeljatno, lAsas-Asas lHukum lPidana lEdisi lRevisi, l(Jakarta: lPt. lRineka lCipta, l2008), 

lHal. 

127 
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adalah lrechdelicten, lyaitu lperbuatan-perbuatan lyang lbertentangan ldengan 

keadilan, lterlepas lapakah lperbuatan litu ldiancam lpidana ldalam lsuatu lundang-

undang latau ltidak. lSekalipun ltidak ldirumuskan lsebagai ldelik ldalam lundang-

undang, lperbuatan lini lbenar- lbenar ldirasakan loleh lmasyarakat lsebagai 

perbuatan lyang lbertentangan ldengan lkeadilan. lSedangkan lpelanggaran ladalah 

perbuatan lyang loleh lmasyarakat lbaru ldisadari lsebagai lperbuatan lpidana 

karena lundang-undang lmerumuskannya lsebagai ldelik. lPerbuatan-perbuatan lini 

dianggap lsebagai ltindak lpidana loleh lmasyarakat lkarena lundang-undang 

mengancamnya ldengan lsanksi lpidana.35 

Tindak lpidana ljuga ldibedakan latas ltindak lpidana lformiil ldan ltindak lpidana 

materiil. lTindak lpidana lformil ladalah ltindak lpidana lyang lperumusannya ldi 

titik lberatkan lpada lperbuatan lyang ldilarang. lDengan lkata llain ldapat 

dikatakan, lbahwa ltindak lpidana lformiil ladalah ltindak lpidana lyang ltelah 

dianggap lterjadi latau lselesai ldengan ltelah ldilakukannya lperbuatan lyang 

dilarang ldalam lundang-undang ltanpa lmempersoalkan lakibat. lSedangkan tindak 

pidana lmateriil ladalah ltindak lpidana lyang lperumusannya ldi ltitik lberatkan 

pada lakibat lyang ldilarang. lDengan lkata llain ldapat ldikatakan lbahwa ltindak 

pidana lmateriil ladalah ltindak lpidana lyang lbaru ldianggap ltelah lterjadi latau 

dianggap ltelah lselesai lapabila lakibat lyang ldilarang litu ltelah lterjadi.36 

Tindak lpidana ljuga ldibedakan latas ltindak lpidana ltunggal ldan ltindak lpidana 

berganda. lTindak lpidana ltunggal ladalah ltindak lpidana lyang lcukup ldilakukan 

 
35 lMahrus lAli, lDasar-Dasar lHukum lPidana, l(Jakarta: lSinar lGrafika, l2011), lHal. l101 
36 lTri lAndrisman, lHukum lPidana lAsas-Asas lDan lDasar lHukum lAturan lPidana lDi 

lIndonesia, 

(Bandar lLampang: lUniversitas lLampung, l2007), lHal. l119 
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dengan lsatu lkali lperbuatan lsedangkan ltindak lpidana lberganda lterjadi lapabila 

dilakukan lbeberapa lkali lperbuatan. lTindak lpidana lyang ldibedakan latas ldelik 

aduan ldan ldelik lbiasa. lDelik laduan ladalah lperbuatan lpidana lyang 

penuntutannya lhanya ldilakukan ljika lada lpengaduan ldari lpihak lyang lterkena 

atau ldirugikan. l 

Delik laduan ldibedakan ldalam ldua ljenis, lyaitu ldelik laduan labsolute ldan delik 

aduan lrelative. lDelik laduan labsolute ladalah ldelik lyang lmempersyaratkan 

secara labsolute ladanya lpengaduan luntuk lpenuntutannya. lSedangkan ldelik 

aduan lrelative ladalah ldelik lyang ldilakukan lmasih ldalam llingkungan keluarga. 

Delik lbiasa ladalah ldelik lyang ltidak lmempersyaratkan ladanya lpengaduan 

untuk lpenuntutannya.37 l 

Tindak lpidana ldapat ldibedakan latas ldelik lcomissionis ldan ldelik lomissionis. 

Delik lcomissionis ladalah ldelik lyang lberupa lpelanggaran lterhadap llarangan, 

yaitu lberbuat lsesuatu lyang ldilarang lmisalnya lmelakukan lpencurian, lpenipuan, 

pembunuhan ldan lsebagainya. lDelik lomissionis ladalah ldelik lyang lberupa 

pelanggaran lterhadap lperintah, lyaitu ltidak lberbuat lsesuatu lyang ldiperintah 

misalnya ltidak lmenghadap lsebagai lsaksi ldi lmuka lpengadilan lsebagaimana 

ditentukan ldalam lPasal l522 lKUHP.38 lTindak lpidana ljuga ldidasarkan latas 

tindak lpidana lyang lberlangsung lterus-menerus ldan ltindak lpidana lyang ltidak 

berlangsung lterus lmenerus. l 

 
37 lMahrus lAli, lOp.Cit, lHal. l102 
38 lTri lAndrisman, lOp.Cit, lHal. l121 
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Perbuatan lpidana lyang lberlangsung lterus lmenerus lmemiliki lciri lbahwa 

perbuatan-perbuatan lyang lterlarang litu lberlangsung lterus lmenerus, lmisalnya 

delik lmerampas lkemerdekaan lorang lsedangkan lyang ldimaksud lperbuatan 

pidana lyang ltidak lberlangsung lterus lmenerus ladalah lperbuatan lpidana lyang 

memiliki lciri lbahwa lkeadaan lyang lterlarang litu ltidak lberlangsung lterus 

menerus, lmisalnya lpencurian ldan lpembunuhan. lTindak lpidana ljuga dibedakan 

atas ldelik ldolus ldan ldelik lculpa. lDelik ldolus ladalah ldelik lyang memuat 

kesengajaan lsedangkan ldelik lculpa ladalah ldelik lyang lmemuat lunsur 

kealpaan.39 

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik  

1. lPengertian lTindak lPidana lPencemaran lNama lBaik l 

Pencemaran lnama lbaik latau lpenghinaan ldiartikan lsebagai lperbuatan lyang 

dengan lsengaja lmenyerang lkehormatan ldan/atau lnama lbaik lseseorang. lLebih 

lanjut lyang ldiserang lhanya ldapat lberupa lkehormatan ltentang lnama lbaik 

bukan lkehormatan llainnya lseperti lkehormatan lseksual. lTindak lpidana 

penghinaan lyang lsecara lumum ldiatur ldalam lBab lXVI lBuku lII lKitab 

Undang-Undang lHukum lPidana l(KUHP). lTerdapat lenam lbentuk lpenghinaan 

sebagai lberikut: l 

1. lPasal l301 l(Penghinaan) l 

2. lPasal l311 l(Menghina) 

3. lPasal l315 l(Penghinaan lbersahaja) l 

4. lPasal l317 l(Pengaduan lyang lbersifat lmemfitnah) l 

5. lPasal l318 l(Perbuatan lyang lbersifat lmemfitnah) l 

6. lPasal l320 l(Penistaan lterhadap lorang lyang ltelah lmeninggal) l 

 
39 lMahrus lAli, lOp.Cit, lHal. l103 
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Selain ldalam lKUHP, ltindak lpidana lpenghinaan ljuga ldiatur ldalam lPasal l27 

ayat l(3) ljo. Pasal l45 lUndang-Undang lInformasi ldan lTransaksi lElektronik. 

Pasal ltersebut ltelah lmengalami lamandemen lketika lUndang-Undang lInformasi 

dan lTransaksi lElektronik ldiamandemen lpada ltahun l2016 llalu. lDalam rumusan 

Pasal l27 layat l(3) ljo. lPasal l45 lUndang-Undang lInformasi ldan Transaksi 

Elektronik, ltindak lpidana lpenghinaan ldisamakan ldengan ltindak pidana 

pencemaran lnama lbaik, lpadahal lkeduanya lberbeda. lPerbuatan pencemaran 

nama lbaik lmerupakan lbagian ldari lbentuk lpenghinaan lyang secara umum. 

Dalam lcommon llaw ldikenal listilah llibel ldan lslander ldi lmana llibel yang 

dalam lbahasa lIndonesia ldisepadankan ldengan lpencemaran lnama lbaik, dan 

slander ldisepadankan ldengan lpenistaan.40 

2. lUnsur-Unsur lPencemaran lNama lBaik l 

Unsur-unsur ldari lpencemaran lnama lbaik ldiambil ldari lPasal-Pasal lyang 

tercantum ldalam lKUHP latau lKitab lUndang-Undang lHukum lPidana lkarena 

dalam lperaturan ltersebut ltidak ldiberikan lpengertian ldari lpencemaran lnama 

baik. lKarena lhal ltersebut lmenjadi lalasan ldan lkonsekuensi lyang llogis 

ditetapkannya lKUHP lsebagai lsistem lpemidanaah latau lsebagai ldasar lbagi 

penyusunan lperundang-undangan ldi lluar ldari lKUHP, ltermasuk ldalam lUU 

ITE. l 

Di ldalam lKUHP ltelah ldijelaskan lbahwa ltindakan lpencemaran lnama lbaik 

diatur lmulai ldari lPasal l310 lsampai ldengan lPasal l321. lDapat ldikemukakan 

 
40 lVidya lPrahassacitta l& lBatara lMulia lHasibuan. lDisparitas lPerlindungan lKebebasan 

Berekspresi lDalam lPenerapan lPasal lPenghinaan lUndang-Undang lInformasi lDan lTransaksi 

Elektronik. lKajian lAtas lPutusan lPengadilan. l2019. lHal l69. 
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secara lsingkat lbahwa lapa lyang ldmaksud ldengan lpencemaran lnama lbaik 

adalah lmenyerang lkehormatan latau lnama lbaik lseseorang. lIni lmerupakan 

pengertian lumum latau ldelik lgenusyaitu ldelik lpencemaran lnama lbaik. 

Didapatkan ljuga lsifat-sifat lkhusus latau lbentuk-bentuk ldari lpencemaran lnama 

baik latau ldisebut ljuga ldengn ldelik lspecies, lyaitu; lpencemaran latau lpenistaan 

yang ldiatur ldalam lPasal l310 layat l(1), lpencemaran latau lpenistaan ltertulis 

yang ldiatur ldalam lPasal l310 layat l(2), lfitnah lyang ldiatur ldalam lPasal l311, 

penghinaan lringan lyang ldiatur ldalam lPasal l315, lpengaduan lfitnah lyang diatur 

dalam lPasal l317, lprasangkaan lpalsu lyang ldiatur ldalam lPasal l318, ldan 

penistaan lterhadap lorang lyang ltelah lmeninggal ldiatur lpada lPasal l320.41 

Dari ljenis-jenis ltindak lpidana lyang ldiatur ldalam lKUHP lhanya lpencemaran 

nama lbaik lyang ldapat lmenjalankan lpenuntutan lapabila ladanya lpengaduan dari 

pihak lyang ldirugikan, lpenjelasan ltersebut ltertera lpada lBab lVII lKUHP 

tentang lpenarikan lkembali ldan lpengajuan ldalam lsuatu lhal lyang lhanya lbisa 

dituntut ljika lada lunsur lpengaduan.42 

3. lPencemaran lNama lBaik ldi lMedia lSosial l 

Istilah lmedia lsosial ltersusun ldari ldua lkata, lyakni l“media” ldan l“sosial”. 

“Media” ldiartikan lsebagai lalat lkomunikasi. lSedangkan lkata l“sosial” ldiartikan 

sebagai lkenyataan lsosial lbahwa lsetiap lindividu lmelakukan laksi lyang 

memberikan lkontribusi lkepada lmasyarakat. lPernyataan lini lmenegaskan lbahwa 

 
41 lBarda lNawawi lArief, l2008, lKebijakan lHukum lPidana lPerkembangan lPenyusunan 

lKonsep 

Kuhp lBaru, lKencana, lJakarta, lHal l115-116 
42 lAsrianto lZainal, l“Pencemaran lNama lBaik lMelalui lTeknologi lInformasi lDitinjau lDari 

Hukum lPidana”. lJurnal lAl-Adl,Vol. l9, lNo. l1, 



37 
 

 

pada lkenyataannya, lmedia ldan lsemua lperangkat llunak lmerupakan l“sosial” 

atau ldalam lmakna lbahwa lkeduanya lmerupakan lproduk ldari lproses lsosial.43 

Media lsosial lmenghapus lbatasan-batasan ldalam lbersosialisasi. lDalam lmedia 

sosial ltidak lada lbatasan lruang ldan lwaktu, lmereka ldapat lberkomunikasi 

kapanpun ldan ldimanapun lmereka lberada. lTidak ldapat ldipungkiri lbahwa 

media lsosial lmempunyai lpengaruh lyang lbesar ldalam lkehidupan lseseorang. 

Seseorang lyang lasalnya lkecil lbisa lmenjadi lbesar ldengan lmedia lsosial, lbegitu 

pula lsebaliknya. l 

Bagi lmasyarakat lIndonesia, lmedia lsosial lseakan lsudah lmenjadi lcandu, ltiada 

hari ltanpa lmembuka lmedia lsosial, lbahkan lhampir l24 ljam lmereka ltidak llepas 

dari lsmartphone l. lMedia lsosial lterbesar lyang lpaling lsering ldigunakan lantara 

lain; lFacebook, lTwitter, lYoutube, lInstagram, ldan lWhatsapp. lMasing-masing 

media lsosial ltersebut lmempunyai lkeunggulan lkhusus ldalam lmenarik lbanyak 

pengguna lmedia lsosial lyang lmereka lmiliki. lMedia lsosial lmemang 

menawarkan lbanyak lkemudahan lyang lmembuat lpara lremaja lbetah lberlama 

lama lberselancar ldi ldunia lmaya. 

Tingginya langka lpenggunaan linternet ltersebut, ltentu lperlu ldibarengi ldengan 

aturan lhukum ltersendiri, lagar ltetap lmenciptakan lstabilitas ldalam lmasyarakat. 

Pemerintah lIndonesia lmengeluarkan lUndang l– lUndang lNomor l11 ltahun 2008 

 
43 lMulawarman, lAldila lDyas lNurfitri, lPerilaku lPengguna lMedia lSosial lbeserta 

lImplikasinya 

Ditinjau ldari lPerspektif lPsikologi lSosial lTerapan, l(Buletin lPsikologi, lVol. l25 lNo. l1, l2017) 

lhlm l36- 

44. 
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tentang lInformasi ldan lTransaksi lElektronik l(UU lITE) lagar lpemanfaatan 

teknologi llebih lteratur ldan ltidak ldigunakan lsemena-mena loleh lmasyarakat.  

Lahirnya lUU lITE lbukan ltanpa lkontroversi. lUndang l– lundang lini ldianggap 

dapat lmembatasi lhak lkebebasan lberekspresi, lmengeluarkan lpendapat ldan lbisa 

menghambat lkreativitas ldalam lber- linternet, lterutama lpada lPasal l27 layat l(1), 

Pasal l27 layat l(3), lPasal l28 layat l(2), ldan lPasal l31 layat l(3). lPasal-Pasal 

tersebut lpada ldianggap lumumnya lmemuat laturan-aturan lwarisan lPasal lkaret 

(haatzai lartikelen), lkarena lbersifat llentur, lsubjektif, ldan lsangat ltergantung 

interpretasi lpengguna lUU lITE lini. lAncaman lpidana luntuk lketiganya lpun ltak 

main-main lyaitu lpenjara lpaling llama l6 ltahun ldan/atau ldenda lpaling lbanyak 

1 lmilyar lrupiah. l 

Hal ltersebut lsenada ldengan lsalah lsatu lbentuk lpemanfaatan lteknologi linternet 

atau lmedia lelektronik lyang lmenjadi ltumpang ltindih, lyakni lpersoalan 

kebebasan lberpendapat. lSeperti ldiketahui lsaat lini lmelalui linternet, lseseorang 

dapat lmengakses ljejaring lsosial lseperti lfacebook, ltwitter, lWhatsapp, ldan llain 

sebagainya. lTak ljarang, lseseorang lmengemukakan lbendapat lsecara lbebas 

untuk lmengkritisi lkebijakan lpemerintah, lisu-isu lsosial lkemasyarakatan latau 

fenomena llainnya, lyang lpada lakhirnya lmenimbulkan lketersinggungan lpihak 

tertentu lyang lmerasa lnama lbaiknya ldicemarkan ldiruang lpublik. lPada ltahun 

2016, lUU lITE ldirevisi latas lmasukan lsejumlah lpihak. lProses lpelaksanaan 

revisi lUU lITE ltelah lmenjawab ltuntutan ldan laspirasi ltersebut, lmengingat 

banyaknya lkasus lyang lterjadi ldan lbanyak lpihak lyang ldilaporkan lserta 

diproses lmelalui lhukum ldengan ldilakukan lpenahanan lsejak lpenyidikan. 
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Tuntutan ltersebut lpada lintinya ladalah lagar ltidak lterjadi lkriminalisasi ldari 

kasus-kasus lyang lada ldan lmeminta lagar lorang lyang ldituduh ltidak lserta merta 

dilakukan lpenahanan.44 

Pencemaran lnama lbaik latau lpenghinaan ldidalam lhukum lpidana lterdapat 

dalam lPasal l310 lKUHP. lPasal l310 lKUHP lini lmempunyai lrelevansi latau 

keterikatan ldengan lPasal l27 lUU lNo. l19 ltahun l2016 ltentang lInformasi ldan 

Transaksi lElektronik. lTindak lpencemaran lnama lbaik lmelalui lmedia lsosial 

digolongkan lkedalam lkejahatan ldunia lmaya l(cybercrime) lyang ltelah ldiatur 

dalam lPasal l27 layat l(3) lUndang l– lundang lNo. l19 lTahun l2016 ltentang 

Informasi ldan lTransaksi lElektronik. lDengan ldemikian, lpelaku ltindak 

pencemaran lnama lbaik lmelalui lmedia lsocial ldapat ldipidana lapabila 

memenuhi lunsur lobjektif lyang ldi latur ldalam lPasal ltersebut. l 

Unsur l– lunsur lobyektif ldalam lPasal ltersebut ladalah lperbuatan, lyaitu 

mendistribusikan, lmentrasmisikan, lmembuat ldapat ldiakses, lmelawan lhukum, 

yang ldilakukan ltanpa lhak, lobyeknya ladalah lelektronik latau ldokumen 

elektronik lyang lmemuat lpenghinaan latau lpencemaran lnama lbaik. lSedang lkan 

unsur lsubyektifnya lberupa lkesalahan, lyaitu lyang l“dengan lsengaja” lsehingga 

ada lpemenuhan lcriteria lpidana lyang ldilakukan loleh lpelaku. l 

Tindak lpencemaran lnama lbaik lmelalui lmedia lsocial ldigolongkan lkedalam 

kejahatan ldunia lmaya l(cyber lcrime) lyang ltelah ldiatur ldalam lPasal l27 layat 

 
44 lRevisi lUU lNo. l11 lTahun l2008 lmengenai lInformasi ldan lTransaksi lElektronik, 

https://kominfo.go.id/content/detail/8434/siaran-pers-no-83hmkominfo112016-tentang-revisi-uu-

no-11-tahun-2008-mengenai-informasi-dan-transaksi-elektronik/0/siaran_pers, ldiakses l25 

lJanuari l2022 
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(3) lUndang l– lundang lNo. l19 lTahun l2016 ltentang lInformasi ldan lTransaksi 

Elektronik. lDengan ldemikian, lpelaku ltindak lpencemaran lnama lbaik lmelalui 

media lsocial ldapat ldipidana lapabila lmemenuhi lunsur lobjektif lyang ldi latur 

dalam lPasal ltersebut. lBeragamnya lkonten lpencemaran lnama lbaik lmelalui 

media lsosial lyang ldilakukan loleh lpengguna linternet l(netizen), lbaik ldengan 

sengaja lmaupun ltidak ldisengaja, lsehingga ldibutuhkan lkecermatan ldan 

ketelitian ldalam lmenilai ldan lmemastikan lapakah ltermasuk ldalam ltindak 

pidana lpencemaran lnama lbaik latau lbukan. l 

Karena lsetiap lkata latau lkalimat lyang lbisa ltidaknya ldikategorikan lsebagai 

pencemaran lnama lbaik ltidak ldiatur lrinci ldi ldalam lKUHP ldan lUU lITE. 

Untuk lmembuktikan ladanya lsuatu lpencemaran lnama lbaik latau ltidak, biasanya 

para lpenegak lhukum lakan lmenggunakan lahli lBahasa latau lahli lilmu llainnya 

yang lberhubungan ldengan lkalimat ltersebut.45 

Opini lyang lbersifat lpro lmaupun lkontra lterhadap lpemidanaan ldi ldunia lmaya 

memang lwajar ldalam liklim ldemokrasi lserta lkebebasan lberpendapat lsekarang 

ini. lPemidanaan lterhadap llarangan-larangan ldi ldalam lUU lITE ldikarenakan 

kegiatan ldi lalam lmaya l(cyber) lmeskipun lbersifat lvirtual ltetapi ldikategorikan 

sebagai ltindakan ldan lperbuatan lhukum lyang lnyata. lSecara lyuridis luntuk 

ruang lsiber lsudah ltidak lpada ltempatnya llagi luntuk lmengkategorikan lsesuatu 

dengan lukuran ldan lkualifikasi lkonvensional luntuk ldapat ldijadikan lobyek ldan 

perbuatan, lsebab ljika lcara lini lyang lditempuh lakan lterlalu lbanyak lkesulitan 

dan lhal-hal lyang llolos ldari ljerat lhukum. lKegiatan lcyber ladalah lkegiatan 

 
45 lZainal, lAsrianto. l2016.”Pencemaran lNama lBaik lMelalui lTeknologi lInformasi lDitinjau 

Dari lHukum lPidana”. lJurnal lAl-Adl. lVol l9 lNo. l1 
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virtual ltetapi lberdampak lsangat lnyata lmeskipun lalat lbuktinya lbersifat 

elektronik, ldengan ldemikian lsubyek lpelakunya lharus ldikualifikasikan lpula 

sebagai ltelah lmelakukan lperbuatan lhukum lsecara lnyata.46 l 

F. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang 

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Pengaturan lpencemaran lnama lbaik ldi ldalam lUU lITE lmempunyai 

keistimewaan lapabila ldibandingkan ldengan lpengaturan lyang lterdapat dalam 

KUHP. lDi ldalam lUU lITE lsetiap l lperbuatan lyang lmelanggar lhukum 

sanksinya ltidak llangsung lterdapat ldalam lPasal lyang l lsama lmelainkan 

terdapat ldalam lPasal lyang lberlainan, lhal lini ltentu lberbeda ldengan lKUHP ldi 

mana lsetiap lperbuatan lyang lmelanggar lhukum lpasti lsanksinya lmelekat ldalam 

Pasal lyang lsama. l 

Pengaturan lpencemaran lnama lbaik ldalam lUU lNo.11 lTahun l2008 lterdapat 

dalam lBab lVII ltentang lperbuatan lyang ldilarang lyaitu lPasal l27 layat l(3), 

Pasal l28 layat l(1) ldan lPasal l36. lPasal l27 layat l(3) lberbunyi l” lSetiap lOrang 

dengan lsengaja ldan ltanpa lhak lmendistribusikan ldan/atau lmentransmisikan 

dan/atau lmembuat ldapat ldiaksesnya lInformasi lElektronik ldan/atau lDokumen 

Elektronik lyang lmemiliki lmuatan lpenghinaan ldan/atau lpencemaran lnama 

baik”. Unsur-unsur ldari lPasal ltersebut lyaitu : 

1. lSetiap lorang; 

2. lDengan lsengaja ldan ltanpa lhak;  

 
46 lAndi lMuhammad lAswin lAnas, lPenegakan lHukum lDalam lPenanggulangan lTindak 

lPidana 

Pencemaran lNama lBaik lMelalui lMedia lSosial lDi lKota lMakassar, l(Thesis, lMakassar: 

lUniversitas 

Hasanuddin l2015) lhal l8 
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3. lMendistribusikan, ldan/atau lmentransmisikan ldan/atau lmembuat ldapat 

diaksesnya lInformasi lElektronik ldan/atau lDokumen lElektronik; 

4. lMemiliki lmuatan lpenghinaan latau lpencemaran lnama lbaik orang/badan 

hukum. 

 

Pengertian lseitap lorang ldi lsini, lditafsirkan lsebagai lindividu lsebagai lsubjek 

hukum. lPengertian ldengan lsengaja ldan ltanpa lhak ldapat lditafsirkan lsebagai 

perbuatan lyang lbertentangan ldengan lundang-undang ldan ltindakan lyang 

melalaikan lyang ldiancam lhukuman. lAdapun lperbuatan lyang ldianggap 

mengandung lsifat lketidakadilan ldan lberdasarkan lsifatnya, lyang lpatut ldilarang 

dan ldiancam ldengan lhukuman loleh lundang-undang ladalah lmendistribusikan, 

dan/atau lmembuat ldapat ldiakses linformasi lelektronik, ldan/atau ldokumen 

elektronik, lyang ldapat lmengganggu lsifat lketidakadilan ltersebut. lPerbuatan 

diatas ldapat lmengandung lunsur ldelik lpenuh lbilamana ldelik lyang ltimbul 

merupakan ldelik lyang ldianggap lsepenuhnya lterlaksana ldengan ldilakukannya 

suatu lperbuatan lyang ldilarang. lDengan ldemikian ldelik lini ltermasuk ldelik 

formil latau ldelik ldengan lperumusan lformil lyaitu lpencemaran lnama lbaik. l 

Dalam lPasal lini ltidak lperlu ldibuktikan lakibat ldari lpencemaran lnama lbaik, 

yang lpenting lbahwa lsecara lformil, linformasi lelektronik ldan ldokumen 

elektronik ltelah lmengandung lunsur-unsur lyang ldilarang loleh lundang-undang. 

Sedangkan lsanksi lpidananya lterdapat ldalam lBab lXI ltentang lketentuan lpidana 

dalam lPasal l45 layat l(1) lyang lberbunyi l”Setiap lorang lyang lmemenuhi lunsur 

sebagaimana ldimaksud ldalam lPasal l27 layat l(1), layat l(2), layat(3), latau layat 

(4) ldipidana ldengan lpidana lpenjara lpaling llama l4 l(empat) lTahun ldan/atau 

denda lpaling lbanyak lRp l750.000.000 l,00 l(tujuh lratus llima l30 lpuluh ljuta 

rupiah). lSanksi lpidana lterdapat ldalam lBab lXI ltentang lketentuan lpidana 
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dalam lPasal l45 layat l(2) lyang lberbunyi l”Setiap lOrang lyang lmemenuhi lunsur 

sebagaimana ldimaksud ldalam lPasal l28 layat l(1) latau layat l(2) ldipidana 

dengan lpidana lpenjara lpaling llama l4 l(empat) lTahun ldan/atau ldenda lpaling 

banyak lRp l750.000.000 l,00 l(tujuh lratus llima lpuluh ljuta lrupiah). lPasal l36 

menyatakan l” lSetiap lOrang ldengan lsengaja ldan ltanpa lhak latau lmelawan 

hukum lmelakukan lperbuatan lsebagaimana ldimaksud ldalam lPasal l27 lsampai 

dengan lPasal l34 lyang lmengakibatkan lkerugian lbagi lorang llain”. Unsur-unsur 

ldari lPasal ltersebut lyaitu l: 

1. lSetiap lorang; 

2. lDengan lsengaja ldan ltanpa lhak latau lmelawan lhukum; 

3. lMelakukan lperbuatan lsebagaimana ldalam lPasal l27 lsampai lPasal l34; 

4. lMengakibatkan lkerugian lbagi lorang llain. 

Pengertian lseitap lorang ldi lsini, lditafsirkan lsebagai lindividu lsebagai lsubjek 

hukum. lPengertian ldengan lsengaja ldan ltanpa lhak ldapat lditafsirkan lsebagai 

perbuatan lyang lbertentangan ldengan lundang-undang ldan ltindakan lyang 

melalaikan lyang ldiancam lhukuman. lAdapun lperbuatan lyang ldilarang loleh 

undang-undang l(wederrechtelijk) ladalah lmelakukan lperbuatan lsebagaimana 

dimaksud ldalam lPasal l27 lsampai lPasal l34 ldan lmengkibatkan lkerugian lbagi 

orang llain lDelik lyang ldimaksud ldengan lPasal l36 ladalah ldelik lmateriil latau 

delik lperumusan lmateriil, lyaitu ldelik lyang lbaru ldianggap lterlaksana lpenuh 

dengan ltimbulnya lakibat lyang ldilarang. 

Dengan ldemikian lakibat ldari lperbuatan lyang ldilarang lundang-undang 

sebagaimana ldimaksud ldi latas, lyang lmengakibatkan lkerugian lbagi lorang llain 

harus l ldibuktikan. lSedangkan lsanksi lpidananya lterdapat ldalam lBab lXI 

tentang lketentuan lpidana ldalam lPasal l51 layat l(2), lPasal l52 layat l(3) ldan 
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Pasal l52 layat l(4). lPasal l51 layat l(2) lberbunyi l”Setiap lOrang lyang lmemenuhi 

unsur lsebagaimana ldimaksud ldalam lPasal l36 ldipidana ldengan lpidana lpenjara 

paling llama l12 l(dua lbelas) lTahun ldan/atau ldenda lpaling lbanyak lRp 

12.000.000.000,00 l(dua lbelas lmiliar lrupiah)‟.Pasal l52 layat l(3) lberbunyi 

”Dalam lhal lperbuatan lsebagaimana ldimaksud ldalam lPasal l30 lsampai lPasal 

37 lditujukan lterhadap lkomputer ldan/atau lsistem lelektronik lserta linformasi 

Elektronik ldan/atau ldokumen lelektronik lmilik lpemerintah ldan/atau lbadan 

srategis ltermasuk ldan ltidak lterbatas lpada llembaga lpertahanan, lbank 

sentral,lperbankan, lkeuangan, llembaga linternasional, lotoritas lpenerbangan 

diancam ldengan lpidana lmaksimal lancaman lpidana lpokok lmasing-masing 

Pasal lditambah ldua lpertiga”. lPasal l52 layat l(4) lberbunyi l”Dalam lhal ltindak 

pidana lsebagaimana ldimaksud ldalam lPasal l27 lsampai ldengan lPasal l37 .



 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu 

jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.47 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.48 Prinsip yang mendasar dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penulis menyusun dan merumuskan masalah 

penelitiannya secara tepat.  

B. Sumber Dan Jenis Data 

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder 

dalam penelitian ini, terdiri dari: 

a. Bahan Hukum primer 

 
47 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Uip,2004), Hal. 55 
48 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 35 
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1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana  

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara 

Pidana  

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat 

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang 

diperoleh dari data sekunder 

c. bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang berguna sebagai 

petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, antara lain dengan literatur, artikel, makalah, kamus dan bahan 

lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini. 

C. Penentuan Narasumber 

Penelitian ini membuktikan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data 

yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan penelitian ,yaitu sebagai berikut: 

1. Hakim Pengadilan Menggala       : 1 orang 

2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Menggala  : 1 orang 

3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung  : 1 orang + 

       Jumlah  : 3 orang  
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data 

1. lProsedur lPengumpulan lData 

Metode lpengumpulan ldata lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah: l 

a. Studi lPustaka l(Library lResearch), lStudi lpustaka ladalah lpengkajian 

informasi tertulis lmengenai lhukum lyang lberasal ldari lberbagai lsumber ldan 

dipublikasikan lsecara lluas lyang lrelevan ldengan lpermasalahan lyang 

dibahas dalam lpenelitian lini. L 

b. Penelitian llapangan l(field lresearch) lyaitu ldengan lmelakukan lstudi 

langsung ke lPengadilan lNegeri lMenggala 

c. Melakukan lwawancara ldengan lHakim ldi lPengadilan lNegeri lMenggala 

guna lmelengkapi ldata-data lyang ldibutuhkan. l 

E. Analisis Data  

Penelitian lini lmenggunakan lmetode lanalisis lsecara lkualitatif. lAnalisis 

kualitatif ladalah lpenelitian lyang lmengacu lpada lnorma lhukum lyang lterdapat 

pada lPeraturan lPerundang-undangan ldan lputusan lpengadilan lserta lnorma 

norma ldalam lmasyarakat.49 

Proses lmenganalisis ldata ldimulai ldengan lmenelaah lseluruh ldata lyang 

tersedia, lbaik ldata lprimer lmaupun ldata lsekunder. lProses lanalisis ldata lyang 

dilakukan ldalam lpenelitian lini lyaitu lsetelah lmembaca, lmempelajari, ldan 

ditelaah, lmaka lselanjutnya ldata ldireduksi, ldisajikan ldan lditarik 

kesimpulannya. l 

 
49 lZainudin lAli, l2017, lMetode lPenelitian lHukum, lJakarta, lSinar lGrafika, lHal l105. 
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Penulis lmelakukan lwawancara ldalam lpengumpulan ldata, lsetelah ldata 

diperoleh lmaka llangkah lselanjutnya lpenulis lmenganalisis ldata, lseperti 

melakukan lpenyisihan latau lpenggelompokan ldata lguna lmempermudah 

pembaca ldalam lmelihat ldata lyang ldisajikan ldan lmemperoleh ljawaban ldalam 

rumusan lmasalah. lDalam lmenganalisis lbahan, lpenulis lmenggunakan lmotede 

analisis ldata lkualitatif. lAnalisis ladalah lcara lbagaimana lmemanfaatkan ldata 

yang ltelah lterkumpul luntuk ldigunakan ldalam lpemecahan lmasalah ldi 

penulisan.50 

 

 
50 lBurhan lAshofa, lMetode lPenulisan lHukum, lJakarta: lRhineka lCipta, l2007, lHal l124 



 
 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan lhasil lpenelitian ldan lpembahasan lmaka ldapat ldisimpulkan sebagai 

berikut: l 

1. Dasar lpertimbangan lhukum lhakim ldalam lmenjatuhkan lbebas 

terhadapspelaku ltindak lpidana lPencemaran lnama lbaik ladalah ltidak 

terpenuhinya unsur ldengan lsengaja ldan ltanpa lhak mendistribusikan dan/atau 

lmentransmisikan ldan/atau lmembuat ldapat diaksesnya linformasi elektronik 

ldan/atau ldokumen lelektronik lyang memiliki lmuatan penghinaan dan/atau 

lpencemaran lnama lbaik lPasal lPasal 45 layat l(3) lJo. Pasal l27 layat (3) 

lUndang-Undang lRepublik lIndonesia Nomor l11 lTahun 2008 sebagaimana 

ltelah ldiubah ldengan lUndangUndang Republik Indonesia Nomor l19 lTahun 

l2016 lTentang lPerubahan lAtas Undang-Undang lNomor 11 lTahun l2008 

lTentang lInformasi ldan lTransaksi Elektronik.Dan lUnsur dengan lsengaja 

ldan ltanpa lhak lmengirimkan informasi lelektronik ldan/atau dokumen 

lelektronik lyang lberisi lancaman kekerasan latau lmenakut-nakuti yang 

lditujukan lsecara lpribadi lPasal l45 B Jo. lPasal l29 lUndang-Undang Republik 

lIndonesia lNomor l11 lTahun l2008 sebagaimana ltelah ldiubah dengan 

lUndang-Undang lRepublik IndonesialNomor l19 lTahun l2016 Tentang 

lPerubahan lAtas lUndang-Undang. 



 
 

 

2.  Nomor l11 lTahun l2008 lTentang lInformasi ldan lTransaksi lElektronik 

sebagaimana ldidakwakan loleh lPenuntut lUmum. lOleh lkarena litu lterdakwa 

dinyatakan ltidak lterbukti lmelakukan ltindak lpidana, lharus ldibebaskan ldari 

dakwaan lPenuntut lUmum ldan lharus ldipulihkan lhak-haknya ldalam 

kemampuan, lkedudukan, lharkat lserta lmartabatnya. l 

3. Putusan lpengadilan lyang lmenjatuhkan lbebas lterhadap lpelaku ltindak 

pidana lPencemaran lnama lbaik ldipandang lsudah lsesuai ldengan lrasa 

keadilan lSecara lsubstantif, lkarena lhakim lhanya lmenjatuhkan lpidana 

kepada lpelaku lyang lperbuatannya lbenar-benar lterbukti lmelanggar 

ketentuan lpidana lsebagaimana ldidakwakan loleh lPenuntut lUmum. l 

 

B. Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pihak penyidik seharusnya dapat melakukan upaya restorative justice yaitu 

mengubah pendekatan penyelesaian tindak pidana menggunakan proses 

dialog dan mediasi dengan tujuan mencapai kesepakatan yang lebih 

seimbang dan adil bagi korban dan pelaku sehingga terciptanya asas 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.  

2. Ketentuan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP hendaknya diimplementasikan 

dalam hal pemulihan hak-hak terdakwa yang diputus bebas dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap, disamping itu perlu adanya sosialiasasi atau 

informasi terhadap masyarakat luas mengenai hak-hak terdakwa apabila 

diputus bebas. 



 
 

 

3. Proses ganti kerugian tidak pernah diterapkan karena belum pernah ada 

pengajuan tuntutan ganti kerugian oleh terdakwa yang diputus bebas. Demi 

mengatasi hambatan dalam penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa 

yang diputus bebas hendaknya segera merevisi peraturan yang berkaitan 

dengan ganti kerugian serta membuat undang-undang yang khusus untuk 

ganti kerugian yang lebih mengikat terhadap kepolisian dan kejaksaan demi 

menjamin hak asasi warga negara yang berurusan dengan hukum.
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